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P U T U S A N

NOMOR :  77  /  G  /  20 11  /  PTUN – MDN 

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Medan,  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha 

Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te l ah  

menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t   d ibawah  in i ,  da lam 

perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Y U S R I  W A N :  Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

Anggota  Pol r i ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Kut i l ang  10  No.299  Kelu rahan  Kenangan  

Baru ,  Kecamatan  Percu t  Sei  Tuan  Perumnas  

Mandala  Medan  Prov ins i  Sumatera  Utara ,  

se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i  . . . . . .  

PENGGUGAT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  L   A   W   A 

N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA :  berkedudukan  d i  

Ja lan  Sis ingamangara ja  Km.  10,5  No.  60 

Medan Prov ins i  Sumatera  Utara ,  da lam  ha l  

in i    d iwak i l i   o leh  Kuasanya  :  1.  KOMBES 

POL.   Drs.   JOHN  HENDRI ,  SH. ,  MH.,   2.  

AKBP DIDIK  MIRAHARJA,  SH. ,  M.Hum.,  3.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOL R.  NAPITUPULU,  SH. ,  4.  AKP BETRI  

HANUM, SH. ,  5.  BRIPKA RISMANTO J.  PURBA, 

SH. ,  MH.,  berdasarkan  Sura t   Kuasa  

Khusus  te r t angga l  17  Oktober  2011,  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i…… ……………………..

…………TERGUGAT ;

Pengad i l an  ……………..

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Medan,   tangga l  27  September  2011,  Nomor :  

77 /  G /  Pen.MH /  2011 /  PTUN–MDN. ten tang  Penunjukan 

Susunan Majel i s  Hakim yang  memer iksa  perkara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim,  

tangga l  29  September  2011 ,  Nomor  :  77 /  G /Pen.PP  /  

2011 /  PTUN –  MDN,  ten tang  Penetapan  Hari  Pemeriksaan  

Persiapan   untuk  perkara  in i  pada  har i  :  KAMIS,  tangga l  

06  Oktober  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim,  

tangga l  13  Oktober  2011,  Nomor  :  77 /  G /  Pens.HS  /  

2011 /  PTUN – MDN,  ten tang  Penetapan  Hari  Sidang Pertama 

untuk  perkara  in i  pada  har i  :  RABU,  tangga l  26  Oktober  

2011 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -  

 

Telah  membaca  sura t  pangg i l an  yang  te l ah  

disampaikan  kepada  para  p ihak  yang  bersengke ta ,  ber i t a  

acara  pemer iksaan  pers i apan  dan ber i t a  acara  s idang  ser ta  

sura t  –  sura t  la i n  yang  berka i t an  dengan  perkara  in i  ;  

- - - - - -  

Telah  mendengar  kete rangan  Para  Pihak  d i  

pers i dangan  ;  - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  sura t  –  sura t  bukt i  yang  dia j ukan  

dalam  pers idangan  o leh  Para  Pihak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Telah  ……………….

Telah   mendengar  kete rangan  saks i - saks i  yang  

dia jukan  Para  Pihak  dalam  pers idangan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUKNYA PERKARA 
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- - - - - - - - - - - - - - - -

 
 Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  

sura t  gugatan nya  te r t angga l    22  September  2011    yang  

di te r ima    dan  d ida f t a r kan   d i   Kepani t e r aan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Medan  pada  tangga l  i t u  juga  d ibawah 

reg i s t e r   perka ra   Nomor   :   77 /  G /  2011 /  PTUN -  MDN, 

dan  te lah   d iadakan  perba i kan  fo rma l   pada  tangga l  13 

Oktober   2011 yang  pada  pokok  is i n ya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

I .   OBJEK GUGATAN

Surat  Keputusan  Kepala  Kepol is ian  Daerah  Sumatera  

Utara   Nomor :  Kep /  297  /  VI I  /  2011,  tanggal  8 Jul i  

2011  tentang  Pemberhent ian  Tidak  Dengan Hormat  (PTDH)  

dar i  Dinas  POLRI  atas  nama  Bripda  YUSRIWAN,  NRP.  

85050916,  Kesatuan Ba Polres   Padangsid impuan ;   

I I .   TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  Kep  /  

297  /  VI I  /  2011,  tangga l  8  Ju l i  2011  baru  

di te r ima  Penggugat  pada  tangga l  11  Agustus  2011  

yang  dise rahkan  langsung  oleh  Kapol res  

Padangs id impuan  AKBP ANDI  SYAHRIFUL TAUFIK,  SIK.  

M.Si  d i ruangan  ker j a  Kapol res  Padangs id impuan  

yang  disaks i kan  oleh  Waka  Pol res  KOMPOL MARA 

DOLOK SIREGAR,  Kabag  Sumda KOMPOL RUSDI  dan  Kasi  

Propam Pol res  Padangs id impuan  IPTU RUDI  SIREGAR,  

4
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SH ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa ……………….

- Bahwa  dengan  demik ian  penga juan  gugatan  oleh  

Penggugat  atas  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Tergugat  Nomor  :  Kep /  297  /  VI I  /  2011,  tangga l  

8  Ju l i  2011  Tentang  Pemberhen t i an  Tidak  Dengan  

Hormat  (PTDH)  atas  nama  Penggugat  masih  da lam 

tenggang  waktu  yang  dibenarkan  oleh  keten tuan  

yang  ber l aku  untuk  i t u  sebaga imana  dia tu r  da lam 

keten tuan  Pasal  55 Undang- Undang RI  Nomor  9 Tahun  

2004  ten tang  perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

memuat  sebaga i  ber i ku t  :  “Gugatan  dapat  dia jukan  

hanya  dalam  tenggang  waktu  90  (Sembi lan  puluh)  

har i  terh i tung  sejak  saat  di te r imanya  atau  

diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata  

Usaha 

Negara” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  karena  gugatan  Penggugat  masih  da lam 

tenggang  waktu  yang  dibenarkan  oleh  Keten tuan  

Undang- Undang  yang  ber laku  maka gugatan  Penggugat  

harus lah  di te r ima  ;  ……………………………………..

I I I .  KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT,  INDIVIDUAL DAN 

FINAL

- Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  a- quo  te l ah  

memenuhi  syara t  sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha  

5
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Negara  sebaga imana  di t en tukan  dalam Pasa l  1 angka  

3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  yang  pada  pr ins i pnya  memuat  syara t -

syara t  yang  harus  dipenuh i  agar  sengketa  dapat  

d iguga t  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa ………………

- Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  a- quo  adalah  

berupa  suatu  Penetapan  Ter tu l i s  (besch i k i ng ) ,  

yang  dike lua rkan  o leh  Tergugat  da lam kapas i t a snya  

sebaga i  Badan  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  dengan  

demik ian  Tergugat  merupakan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  di ten tukan  oleh  

Pasal  1  angka  2 Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

ten tang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  ;  - - - - - - - - - - - -  

- Bahwa  Sura t   Keputusan   Tergugat   a  quo   te lah  

BERSIFAT  KONKRIT  karena  nyata - nyata  dibua t  

Tergugat ,  t i dak  abst rak  te tap i  Berwujud  Surat  

Keputusan  yang  te r t u l i s  dan  secara  Konkr i t  

menegaskan  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  

6
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Hormat  (PTDH)  dar i  Dinas  POLRI  atas  nama BRIPDA 

YUSRIWAN,  NRP  85050916,  Kesatuan  BA  POLRES 

Padangs id impuan  sesua i  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

Kep /  297 /   VI I   /  2011,  tangga l  8 Ju l i  2011 dan  

BERSIFAT INDIVIDUAL karena  Sura t  Keputusan  a- quo  

di tu j ukan  atas  nama  BRIPDA  YUSRIWAN,  NRP 

85050916,   Kesatuan    BA    POLRES 

Padangs id impuan,   ser ta     Sura t  Keputusan  

Tergugat  a- quo  te l ah  BERSIFAT FINAL karena  sudah  

t i dak    memer lukan  perse tu j uan  dar i  Ins tans i  

la i nnya  seh ingga  sudah  bers i f a t  Def in i t i v e  dan  

sudah  menimbulkan  ak iba t  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

IV .   KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT

- Bahwa  dengan  d i  te rb i t k annya  Sura t  Keputusan  

Tergugat  te l ah  mengak iba tkan   t imbu lnya   kerug ian  

bag i    Penggugat    ya i t u   h i l angnya  

kewaj i ban  ……………

kewaj i ban  Penggugat  untuk  mengabdi  kepada  Negara  

mela lu i  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  ser ta  

Penggugat  t i dak  lag i  mener ima  Haknya  berupa  gaj i  atau  

penghas i l an  set i ap  bulannya  untuk  memenuhi  kebutuh  an 

hidup  sehar i - har i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7
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- Bahwa oleh  karena  Keputusan  Tergugat  a  quo  te l ah  

merug ikan  kepent i ngan  Penggugat ,  berdasarkan  

keten tuan  Pasal  53  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

keputusan   Tergugat   dapat   d i t un tu t  

pembata lannya   atau   d i t un tu t  agar  dinya takan  

t i dak   sah   sebaga imana   Penggugat  kut i p   sebaga i  

ber i ku t  :  “Seseorang  atau  Badan  Hukum Perda ta  

yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  

gugatan  te r t u l i s  pada  Pengad i l an  yang  berwenang  

yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  disengke ta  i t u  dinya takan  bata l  atau  

t i dak  sah  dengan  atau  tanpa  dise tu j u i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan  rehab i l i t a s i ” ,  seh ingga  te lah  

memenuhi  syara t  untuk  membata lkan  Sura t  Keputusan  

Tergugat  a- quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

V.   DALIL GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa adapun  yang  menjad i  dasar  dan  dal i l / a l a s an  

Gugatan  Penggugat  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

……………………………………………………… 

1. Bahwa Penggugat  te l ah  berd inas  se laku  anggota  

POLRI  se lama  7  ( tu j uh )  tahun  sesua i  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

8
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Indones ia  No.  Pol  :  Skep  950  /  XI I  /  2004  

tangga l  23  Desember  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bahwa ……………..

2. Bahwa  Penggugat  sete lah  mener ima  Sura t  

Keputusan  Pengangkatan  Per tama  sesua i  dengan  

Poin t  No.  1  juga  kepada  Penggugat  d iber i kan  

I j azah  sebaga i  tanda  ke lu l usan  te lah  mengiku t i  

Pendid i kan  Pol r i  d i  Seko lah  di  SPN Sampal i  

Medan  te rh i t u ng  dar i  tangga l  02  Agustus  2004  

s/d  29  Desember  2004  dengan  Pred ika t  BAIK 

dengan  Regis te r  No.  Pol  :   IJ  /  0818  /2004 ,  

tangga l  29  Desember  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Penggugat  se laku  anggota  Pol r i  dengan  

Pangkat  BRIPDA  (Br i gad i r  Pol i s i  Dua) ,  Nrp  

85050916  ber tugas  d i  Sat  Samapta  Pol res  

Padangs id impuan  sebe lum  Tergugat  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  Objek  Sengketa  Tata  Usaha 

Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  se laku  anggota  POLRI  Penggugat  sudah  

beker j a  dengan  baik  d imana  r iwaya t  

jaba tan /penugasan  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - -  

9
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- Pada  tahun  2005  sampai  dengan  2007  

ber tugas  d i  POLRES  Langkat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pada tahun  2007  d imutas i kan  ke  Pol res  

Padangs id impuan  d i t empatkan  di  Polsek  

Huta imbaru  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  

- Pada  tahun  2008  d ip i ndahkan  ke  Sat  

Samapta  Pol res  

Padangs id impuan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Pada  tahun  2009  d ip i ndahkan  sebaga i  

a judan  Waka  Pol res  

Padangs id impuan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Pada  tahun  2010  dip i ndahkan  ke  Tata  

Urusan  Dalam  (TAUD)  Pol res  

Padangs id impuan  sampai  dengan  

dike lua rkannya  Sura t  Keputusan  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

(PTDH)  o leh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Pada ………………
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- Pada  tahun  2011  sampai  dengan  

dike lua rkan  Sura t  Keputusan  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

(PTDH)  o leh  Tergugat ,  Penggugat  masih  

ber tugas  di  Pembinaan  Propos  Pol res  

Padangs id impuan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa Penggugat  benar  pada har i  Minggu  tangga l  

22 Agustus  2010 sek i t a r  puku l  21.30  wib   dan 2 

(dua)  orang  temannya  masing- masing  atas    nama 

EDI    PRIYANTO   dan   TEGUH   PUTRA   PERMANA 

DALIMUNTHE  ja l an - ja l an  dengan  mengendara i  

mobi l  sedan  warna  merah mi l i k  Penggugat  menuju  

arah  Ja lan  By Pass  Kelurahan  Palopa t  Kecamatan  

Psp Tenggara  Kota  Padangs id impuan,  sesampainya  

di j a l an  te rsebu t  Penggugat  dan  2  (dua)  teman  

mel iha t  ada  sepeda  motor  yang  sedang  park i r  

d ip ingg i r  ja l an  tanpa  ada  pemi l i k nya  dan  

s i t uas i  ja l an  da lam  keadaan  gelap ,  kemudian  

Penggugat  dan  2  (dua)  teman  mendekat i  sepeda  

motor  te rsebu t  dan  t i ba - t i ba  dar i  semak- semak 

ke luar  sepasang  muda mudi  yang mengaku i  sepeda  

motor  te rsebu t  mi l i k  mereka,  karena  merasa  

cur i ga  Penggugat  menanyakan  sura t - sura t  

kendaraan  sepeda  motor  dan  iden t i t a s  keduanya  

sambi l  mengatakan  Penggugat  ada lah  Pol i s i ,  

11
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namun  keduanya  bers i ke ras  seh ingga  Penggugat  

menyuruhnya  masuk  keda lam  mobi l  untuk  

membawanya  ke  POLRES Padangs id impuan ,  t i ba -

t i ba   d ipe r t engahan  ja l an  kedua  anak  muda 

te rsebu t  bermohon  untuk  t i dak  dibawa  kekanto r  

POLRES dan  minta  berdamai  ser ta  memohon untuk  

di tu runkan  di tengah  ja l an .  Mel iha t  ha l  

te rsebu t  Penggugat  merasa  kas ihan  dan  

menasehat i  keduanya  untuk   segera   pu lang  

kerumah masing  – masing ,  dan sebe lum tu run  

kedua  ………………..

kedua  anak  muda yang  bernama ERMAWANTI  member ikan  

uang  sebesar   Rp.  500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  dan 1 (sa tu )  uni t  HP merek  nok ia  type  1600  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

6. Bahwa  kemudian  pada  tangga l  23  Agustus  2010  

Penggugat  te l ah  di l apo rkan  ke  Sat  Reskr im  

POLRES Padangs id impuan  oleh  ERMAWANTI  dengan  

tuduhan  melakukan  pemerasan  dan  pengancaman 

pada  tangga l  22  Agustus  2010  sek i t a r  puku l  

21.30  wib  d i  ja l an  By Pass  Kelu rahan  Palopa t  

Kecamatan  Psp  Tenggara  Kota  Padang  s id impuan,  

kemudian  Penggugat  bersama  2  (dua)  temannya  

EDI  PRIYANTO  dan  TEGUH  PUTRA  PERMANA 
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DALIMUNTHE di t angkap  dan  kemudian  di tahan  di  

RTP POLRES Padangs id impuan ;

 

7. Bahwa  pada  tangga l  26  Agustus  2010  anta ra  

Penggugat  dan  ERMAWANTI  melakukan  perdamaian  

secara  keke lua rgaan  ser ta  mencabut  

Pengaduannya  dan  merasa  t i dak  d i rug i kan  ser ta  

t i dak  lag i  menuntu t  Penggugat  sesua i  Sura t  

Pencabutan  Pengaduan  te r t angga l  26  Agustus  

2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

8. Bahwa meskipun  anta ra  Penggugat  dan  ERMAWANTI 

te l ah  berdamai  dan  pengaduan  te l ah  d icabu t  

d imana  ERMAWANTI sudah  merasa  t i dak  di rug i kan  

lag i ,  namun Sat  Reskr im  POLRES Padangs id impuan  

te tap  menahan  Penggugat  bersama  2  (dua)  

temannya  dan  bahkan  meni t i p kan  Penggugat  di  

Lembaga Permasyaraka tan   Padangs id impuan   pada  

tangga l  23 Agustus  2010 

dan ………………..

dan  perkara  te rsebu t  o leh  Sat  Reskr im  POLRES 

Padangs id impuan  d i  l impahkan  ke  JPU 

Padangs id impuan,  dimana  pada  saat  Pel impahan  

berkas  perkara  t i dak  di l amp i r kan  Sura t  Pencabutan  
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Pengaduan  dan  Sura t  Perdamaian  anta ra  ERMAWANTI 

dan  Penggugat  dan  per lakuan  yang  sewenang- wenang  

in i  d i l akukan  oleh  peny id i k  di  Sat  Reskr im  POLRES 

Padangs id impuan  se laku  bawahan  Tergugat  d imana  

hak- hak  Penggugat  t i dak  pernah  didamping i  o leh  

Penasehat  Hukum baik  d i t i n gka t  Peny id i kan  sampai  

ket i ngka t  Penuntu tan   dan   ha l   te rsebu t   senga ja  

di l akukan    Peny id i k    Pol res  Padangs id impuan  

se laku  bawahan  Tergugat  agar  Penggugat  dapat  

d ihukum  pidana  pen ja ra  sebaga i  persyara tan  PTDH 

dar i  d inas  Pol r i  sesua i  buny i  Pasal  12  ayat  1  

huru f  (a )  PP RI  No.  1  Tahun  2003  yang  berbuny i  :  

“Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  

dibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat  dar i  d inas  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  apab i l a  d i  

p idana  pen ja ra  berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  

te l ah  mempunyai  kekuatan  hukum te tap  dan  menuru t  

per t imbangan  pejaba t  yang  berwenang  t i dak  dapat  

d ipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  dalam  d inas  

Pol r i ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. Bahwa  pada  saat  Pers idangan  di  Pengad i l an  

Neger i  Padangs id impuan  saks i  ERMAWANTI  t i dak  

pernah  dihad i r kan  tanpa  alasan  yang  je l as  

meskipun  Penggugat  memohon  untuk  d ihad i r kan  

sebaga i  saks i  dan  baru  datang  sete lah  is te r i  

dan  ke lua rga  Penggugat  mencar i nya  dan  saat  

ber temu la l u  dibu juk  agar  mau datang  s idang  di  

14
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Pengad i l an  sebaga i  saks i  korban ,  dan  saat  

d i tanya  oleh  hak im  Saks i  ERMAWANTI  merasa  

te rke ju t  kenapa  perkaranya  sampai   lan ju t   ke  

Pengad i l an  pada hal  ERMAWANTI te lah  mencabut  

Pengaduannya  ……………
Pengaduannya  tanpa  merasa  di rug i kan  lag i  dan  t i dak  

akan  menuntu t  Penggugat  sesua i  dengan  hukum yang  

ber l aku ,  akan  te tap i  sebe lum  ERMAWANTI  datang  

bersaks i  d i  Pengad i l an  Neger i  Padangs id impuan  

Pihak  peny id i k  Pol res  Padangs id impuan  jus t r u  te lah  

menghadi r kan  saks i  seo lah- o lah  sebaga i  saks i  

korban  yang  bernama  ABDUL HAMID SIREGAR dan  SRI  

HARTINI  yang  sama  seka l i  t i dak  dikena l  o leh  

penggugat  beg i t u  juga  Pihak  Peny id i k  Pol res  

Padangs id impuan  t i dak  pernah  mengkonf ron t i r  

Penggugat  dengan  ABDUL  HAMID  SIREGAR dan  SRI  

HARTINI  dan  te rkesan  bawahan  Tergugat  mela lu i  

Peny id i k  Sat  Reskr im  Pol res  Padangs id impuan  

senga ja  untuk  menghancurkan  kar i e r  Penggugat  

se laku  anggota  Pol r i  dengan  cara  mel impahkan  

berkas  perkara  ke  JPU  Padangs id impuan  dengan  

tu j uan  Penggugat  dihukum  Pidana  Penja ra  agar  

te rhadap  Penggugat  dapat  d i l akukan  PTDH dar i  d inas  

Pol r i  sesua i   Pera tu ran  Pemer in tah  No.1  Tahun  2003  

Tentang  Pemberhent i an  Anggota  Pol r i  yang  te rcan tum  

dida lam  Pasa l  12  ayat   1  huru f  (a )  yang  berbuny i  

“Anggota  Polr i  diberhent ikan  dar i  dinas  Polr i  

apabi la  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  
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pengadi lan  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  dan  menurut  pert imbangan  pejabat  yang 

berwenang  t idak  dapat  diper tahankan  untuk  tetap  

berada  dalam  dinas  Polr i ”  jo  Pera tu ran  Kapol r i  

No.Po l .  :  7  Tahun  2006  Tentang  Kode  Et i k  Pro fes i  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  Pasa l  15  yang  

berbuny i  “Anggota  Polr i  yang  diputuskan  pidana  

dengan  hukuman  pidana  penjara  minimal  3  ( t iga )  

bulan  yang te lah  berkekuatan  hukum  te tap ,   dapat  

direkomendasikan   oleh    anggota    Komisi  

Kode ……………….

Kode  Et ik  Polr i  t idak  layak  untuk  te tap  

diper tahankan  sebagai  anggota  Polr i ” ,  dan 

kesewenangan  tesebu t  Penggugat  te r ima  dar i  

Peny id i k  Pol res  Pangs id impuan  se laku  bawahan 

Tergugat  dengan  menghadi r kan  saks i  korban  la i n  

atau  palsu  karena  saks i  korban  ERMAWANTI  te l ah  

mencabut  pengaduannya  te r t angga l  26  Agustus  2010  

namun  t i dak  di l amp i r kan  d ida lam  berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  kesewenangan  i t u  kembal i  te r j ad i  

te rhadap  Penggugat  yang  d i l akukan  oleh  

Peny id i k  d i  Sipropam  Pol res  Pangs id impuan  

ya i t u  bawahan  Tergugat   yang   bernama  BRIPTU 

EDI  SAHPUTRA  yang  mana dalam  berkas  Perkara  

Daf ta r  Pemer iksaan  Pendahu luan  PEL  KKEP 
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No.Po l .  :  DP3KKEP  /  05  /  I I I  /  2011  /  

SIEPROPAM tangga l  25  Maret  2011  d imana  dalam 

berkas  Pelanggaran  Kode  Et i k  Pol r i  te rsebu t  

Penggugat  (Terper i k sa )  te l ah  di  BAP se laku  

Terper i k sa  pada  tangga l  29  November  2010  oleh  

Peny id i k  Sipropam  Pol res  Padangs id impuan  

dengan  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  se laku  

Terper i k sa  te rhadap  Penggugat  yang  diper i k sa  

oleh  BRIPTU EDI  SAHPUTRA dan  kepada  Penggugat  

dikenakan  keda lam Pasa l  12 ayat  1 huru f  (a )  PP 

RI  No.  1  Tahun  2003  yang  berbuny i  “Anggota  

Kepol is ian  Negara  Republ ik  Indonesia  

diberhent ikan  t idak  dengan  hormat  dar i  dinas  

Kepol is ian  Negara  Republ ik  Indonesia  apabi la  

dip idana  penjara  berdasarkan  putusan  

pengadi lan  yang te lah  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  dan  menurut  pert imbangan  pejabat  yang 

berwenang  t idak  dapat  diper tahankan  untuk  

te tap  berada  dalam  dinas  Kepol is ian  Negara  

Republ ik   Indonesia”   dalam   ha l    in i  

Penggugat   merasa  

te rke ju t  ……………….

te rke ju t   karena   Penggugat   sama  seka l i  t i dak  

pernah  d iambi l  kete rangannya  se laku  Terper i k sa  

pada  tangga l  29  November  2010  oleh  Peny id i k  

Sipropam Pol res  Padangs id impuan,  dan  tanda  tangan  

17
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dalam BAP se laku  Terper i k sa  te r t angga l  29 November  

2010  bukan  tanda  tangan  Penggugat  seka l i  Penggugat  

tegaskan  Penggugat  t i dak  pernah  diambi l  

kete rangannya /d i pe r i k s a  mela lu i  BAP  se laku  

Terper i k sa  te r t angga l  29  November  2010  oleh  

peny id i k  Sipropam  Pol res  Padangs id impuan  dan  BAP 

tangga l  29  November  2010  adalah  merupakan  sa lah  

satu  ke lengkapan  admin is t r a s i  untuk  bisa  di  PTDH 

Penggugat    yang     juga    merupakan    Pengakuan  

ten tang  perbua tan  yang  d i l akukan ,  dan  apakah  bi l a  

t i dak  ada  BAP se laku  Terper i k sa  dapat  d i l akukan  

Sidang  Komis i  Kode  Et i k?  bukankah  i t u  je l as - je l as  

perbua tan  yang  sewenang- wenang  Penggugat  te r ima  

mela lu i  bawahan  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -   

11. Bahwa  kewenangan  i t u  te tap  ber lan j u t  pada  

tangga l  23  Mei  2011  Komis i  Kode  Et i k  Pro fes i  

Pol r i  (KKEPP)  Pol res  Padangs id impuan  te lah  

melaksanakan  s idang  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  

(KKEP)  te rhadap  Penggugat  dan  pers i dangan  

hanya  fo rma l i t a s  sa ja  dan t i dak  leb ih  ber ja l an  

s idang  se lama  leb ih  kurang  20  (dua  puluh)  

meni t ,  dan  s idang  te rsebu t  tanpa  ada  dimin ta i  

kete rangan  saks i - saks i  sesua i  dengan  Ber i t a  

Acara  Pemer iksaan  saks i - saks i ,  t i dak  ada  

barang  bukt i  yang  di tun j ukkan  maupun  saks i  
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ahl i   dan  se lama  pers i dangan  Ketua  Komis i  

da lam  ha l  in i  ada lah  KOMPOL  MARA  DOLOK 

sebe lum  s idang  dimula i  t i dak  ada  menyatakan  

hak- hak  dar i  Terper i k sa   (  Penggugat  )   dan  

t i dak  ada mengatakan  bi l a  kebera tan  

dengan ……………….

dengan  putusan  s idang  komis i  dapat  mengajukan  

kebera tan  sete lah  7  ( tu j uh )  har i  mener ima  putusan  

s idang ,  jad i  nas ib  Penggugat  untuk  di  PTDH dar i  

Dinas  Pol r i  hanya  ber ja l an  kurang  leb ih  20  (dua  

puluh)  meni t  tanpa  bisa  melakukan  Pembelaan  

apa lag i  mengajukan  saks i - saks i ,  beg i t u  juga  

Penggugat  t i dak  pernah  menunjuk  AKP  ERLIJON 

SIMAMORA se laku  Pendamping  Penggugat  namun  saat  

s idang  Komis i  Kode  Et i k  d i  Pol res  Padangs id impuan  

Penggugat  Terke ju t  mel iha t  AKP ERLIJON  SIMAMORA 

se laku  Pendamping  Penggugat  ;  

12. Bahwa   Tergugat   mela lu i   bawahannya  ya i t u  

perangka t  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  Pol res  

Padangs id impuan  t i dak  ada  member ikan  hak- hak  

Penggugat  seper t i  yang  te r t e r a  dida lam  

Pera tu ran  Kapol r i  No.  Pol .  8  Tahun  2006  

ten tang  Organ isas i  Dan Tata  Ker ja  Komis i  Kode 

Et i k   Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  

Pasal  12  ayat  1  Terper i k sa  berhak  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

a. mengetahu i  susunan  keanggotaan  Komis i  

sebe lum  pelaksanaan  

s idang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

b. menunjuk  

Pendamping  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. mener ima  dan  mempela ja r i  i s i  berkas  

perkara  ba ik  send i r i - send i r i  maupun 

bersama- sama dengan  Pendamping ,  pa l i ng  

lambat  3  ( t i ga )  har i  sebe lum 

di l aksanakan  s idang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

d. mengajukan  pembelaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

e. mengajukan  Saks i  da lam  proses  

pemer iksaan  maupun  pers idangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . mener ima  sa l i nan  putusan  s idang ,  1 

(sa tu )  har i  sete lah  putusan  dibacakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g.  mengajukan  …………….
g. mengajukan  kebera tan  dalam  bentuk  
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te r t u l i s  dengan  batas  waktu  pal i ng  

lambat  7  ( tu j uh )  har i  sete lah  mener ima  

sa l i nan  putusan  s idang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dan  semua  hak- hak  te rsebu t  t i dak  d i t e r ima  o leh  

Penggugat ,  padaha l  da lam Pera tu ran  Kapol r i  No.Po l .  

8  Tahun  2006  Pasal  15  ayat  2  berbuny i  “Sidang 

Komisi  di laksanakan  sesuai  mekanisme yang  diatur  

dalam  Pasal  10,  sedangkan  yang  di jad ikan  bahan 

pemeriksaan  adalah  Berkas  Perkara  Terper iksa  

( ic .Penggugat ) ,  surat  –  surat  yang   berka i tan ,  

keterangan Saksi /Ahl i  yang dapat  dihadi rkan” ,da lam 

pers idangan  te rsebu t  t i dak  te rce rm in  rasa  kead i l an  

dan  hal  te rsebu t  te rbuk t i  saat  Penggugat  minta  

untuk  d ihad i r kan  saks i  korban  ERMAWANTI  t i dak  

dihad i r kan  tanpa  alasan  yang  je l as  padaha l  da lam 

Pera tu ran  Kapol r i  No.Po l .  8  Tahun  2006  Pasal  11 

ayat  6 berbuny i  “Sidang Komisi  di laksanakan  secara  

cepat  dan pal ing  lambat  21  (dua  puluh  satu)  har i  

ker ja  sejak  sidang  Komisi  dimula i  sudah 

menjatuhkan  Putusan”  sedangkan  Sidang  Komis i  

te rhadap  Penggugat  hanya  ber l angsung  1(sa tu )  ka l i  

atau  1 (sa tu )  har i  s idang  yang  cuma ber langsung  ± 

20  meni t  langsung  menja tuhkan  putusan  PTDH 

te rhadap  Penggugat  tanpa  d ibe r i  kesempatan  untuk  

mengajukan  saks i - saks i  ataupun  pembelaan  dan  
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apakah  i t u  ad i l  ? dan je l as  i t u  ada lah  kesewenang-

wenangan  padaha l  dengan  di j a t uhkannya  PTDH 

te rhadap  Penggugat  ser ta  dike lua rkannya  Sura t  

Keputusan  Objek  Sengketa  yang  ber laku  dengan  

seket i ka  dan  dengan  ser ta  merta  mengak iba tkan  

Penggugat     te l ah     keh i l angan    Peker jaan  

yang  

merupakan  ……………..

merupakan  sumber  utama  mata  Pencar ian  Penggugat  

ba ik  saat  in i  dan  juga  dimasa  yang  akan  datang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

13. Bahwa  dasar  hukum yang  di j ad i kan  oleh  Terguga t  

untuk  menja tuhkan  Putusan  PTDH te rhadap  Penggugat  

mela lu i  Sidang  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  ada lah  

melanggar  Pasa l  12  ayat  (1 )  huru f  a  jo  Pasal  13  

PP RI  No 2  Tahun  2003  bahwa “ Anggota  Kepol is ian  

Negara  Republ ik  Indonesia  diberhent ikan  t idak  

dengan  hormat  dar i  dinas  Kepol is ian  Negara  

Republ ik  Indonesia  apabi la  dip idana  penjara  

berdasarkan  Putusan  Pengadi lan  yang  te lah  

mempunyai   kekuatan  hukum te tap  dan  menurut  

pert imbangan  pejabat  yang  berwenang  t idak  dapat  

diper tahankan  untuk  te tap  berada  dalam  dinas  

Polr i  dan  anggota  Kepol is ian  Negara  Republ ik  

Indonesia    yang   di ja tuh i   hukuman dis ip l i n  

leb ih  dar i   3 ( t iga )   kal i   dan  dianggap  t idak  

patut  lag i  diper tahankan  statusnya    sebagai  
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anggota   Kepol is ian   Negara   Republ ik  Indonesia ,  

dapat  diberhent ikan  dengan  hormat  atau  t idak  

dengan  hormat  dar i  dinas  Kepol is ian  Negara  

Republ ik  Indonesia  melalu i  Sidang  Komisi  Kode 

Et ik  Profes i  Polr i ’  sesua i  Pendapat  dan  Saran  

Hukum  dar i  Binkum  Polda  Sumut  dengan  Nomor  

sura t  :  K/224/PH/ IV /2011 /B idkum  tangga l  29  Apr i l  

2011  pada  angka  4  ten tang  Kwal i f i k a s i  Perbuatan ,  

dan  bi l a  di l i h a t  secara  cermat  bahwa  pasa l  yang  

di te rapkan  te rhadap  Penggugat  ada lah  t i dak  je l as  

pera tu rannya  atau  kabur  te ru tama  Pasal  12  ayat  

(1 )  huruf  a  in i  dimana diatur  dan t idak  je las  !  

apa lag i  Pasal  13  PP  RI  No.2  Tahun  2003  yang  

menyatakan  “Anggota   Kepol is ian  Negara  Republ ik  

Indonesia  yang di ja tuh i  

hukuman …………….
hukuman dis ip l i n  leb ih  dar i  3  ( t iga )  kal i  dan 

dianggap t idak  patut  lag i  diper tahankan  statusnya  

sebagai  anggota  Kepol is ian  Negara  Republ ik  

Indonesia ,  dapat  diberhent ikan  dengan hormat  atau  

t idak  dengan hormat  dar i  dinas  Kepol is ian  Negara  

Republ ik  Indonesia  melalu i  Sidang  Komisi  Kode 

Et ik  Profes i  Polr i ” ,  da lam  hal  in i  Penggugat  

se lama ber tugas  di  Pol res  Padangs id impuan  te l ah  2 

(dua)  ka l i  melakukan  pelanggaran  Dis ip l i n  bukan  

leb ih  dar i  3  ( t i ga )  ka l i  dan  Perkaranya  te l ah  

Dis idangkan  mela lu i  Sidang  dis i p l i n  masing- masing  

dengan  Sura t   Keputusan   Hukuman Dis ip l i n  No.Po l .  
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:  Skep /  11 /  VI  /  2008,  tangga l  10 Ju l i  2008 dan  

Sura t  Keputusan  Hukuman Dis ip l i n  No.Po l .  :  SKEP /  

10 /  V /  2009,  tangga l  8 Mei  2009  sedangkan  untuk  

Sura t  Keputusan  hukuman Dis ip l i n  No.Po l .  :  Skep /  

17  /  XI I  /  2008,  tangga l  5  Desember  2008  atas  

Pengaduan  M.  DAUN HARAHAP perkaranya  dis i dangkan  

dalam  Sidang  Dis ip l i n ,  namun t i dak  ada  keputusan  

hukuman  karena  pelaksanaan  s idang  dis i p l i n  

dipend ing  menginga t  da lam hal  in i  Penggugat  hanya  

di j ad i kan  Saks i  sesua i  dengan  Sura t  Pangg i l an  

No.Po l .  :  SP.Gi l  /  243  /  VI  /  2008  /  resk r im ,  

tangga l  10 Jun i  2008  dan  sebaga i  Tersangka  ada lah  

DERMAWAN HONDRO Al ias  ANDRE dan  perkara  te rsebu t  

o leh  M.DAUN  HARAHAP  te lah  dicabu t  sesua i  

Permohonan  Pencabutan  Pengaduan  tangga l  13  Jun i  

2008  sete lah  adanya  Perdamaian  dengan  DERMAWAN 

HONDRO Al ias  ANDRE yang  membayar  uang  Perdamaian  

sebesar  Rp.16 .500 .000 , -  (enam  belas  ju ta  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  ke  Pihak  M.  DAUN HARAHAP,  

apakah  penerapan  Pasa l  13  PP RI  No.2  Tahun  2003  

dapat  Terpenuh i ! ,  dan 

apakah  ……………..

apakah  benar  pasa l  yang  dipe rsangkakan  kepada  

Penggugat  te rsebu t  sudah  sesua i  Dasar  Hukumnya!  

Karena  dasar  hukumnya  t i dak  je l as  dan  kabur  maka 

putusan  Sidang  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  yang  

di l akukan  oleh  Pol res  Padangs id impuan  adalah  

t i dak  sah,  karena  s idang  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  
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t i dak  sah  maka  Sura t  Keputusan  PTDH  yang  

dike lua rkan  o leh  Kepala  Kepol i s i an  daerah  

Sumatera  Utara  (Terguga t )  Nomor:  Kep /  297  /  VI I  

/  2011,  tanggal  8 Jul i  2011  tentang  Pemberhent ian  

Tidak  Dengan Hormat  (PTDH)  dar i  Dinas  POLRI  atas  

nama Bripda  YUSRIWAN,       NRP.       85050916  

Kesatuan       Ba      Polres  Padangsid impuan  yang  

menjad i  Objek  Sengketa  adalah  cacat  demi  hukum 

dan  harus  diba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa karena  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

a- quo  tanpa  adanya  dasar  hukum yang  je l as ,  t i dak  

sesua i  dengan  prosedur  dan  penuh  kesewenangan  

ser ta  ke l i r u  da lam  menerapkan  hukum  seh ingga  

t i dak  je l as  subs tans inya  dan  ber ten tangan  dengan  

Pasal  13  PP RI  No.2  Tahun 2003  tentang  Peraturan  

Disip l i n  Anggota  Polr i  dan  juga  bertentangan  

dengan Peraturan  KAPOLRI  No.8  Tahun 2006  tentang  

Organisas i  Dan Tata  Cara  Kerja  Komisi  Kode Et ik  

Kepol is ian  Negara  Republ ik  Indonesia  ser ta  azas-

azas  Umum Pemerintahan  yang Baik  (AUPB)  teru tama 

azas  keadi lan ,  azas  kecermatan  dan azas  kepast ian  

hukum  maka  t indakan  Tergugat  tersebut  te lah  

termasuk  kedalam kual i f i k as i  t indakan  sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan  Pasal  53 ayat  92 huruf  (  

a )  dan (  b )  Undang- Undang No.  5 tahun 1986 jo  

Undang …………..
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Undang- Undang  No.9  tahun  2004  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  seh ingga  Sura t  Keputusan  yang  

menjad i  Objek  Sengketa  a- quo  sangat  bera lasan  

hukum untuk  diba ta l kan  dan  seka l i gus  dicabu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.  Bahwa  dengan  demik ian  t i ndakan  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Objek  Sengketa  ada lah  

bukan  kewenangan  dar i  Tergugat  untuk  

mengeluarkannya  namun  kewenangan  te rsebu t  berada  

pada  Kapol r i ,  meskipun  Kapol r i  mel impahkan  

kewenangannya   kepada   Tergugat    maka   Sura t  

Keputusan   yang  menjad i  Objek  Sengketa  seharusnya  

di tanda  tangan i  o leh  Tergugat  atas  nama Kapol r i  

dan  hal  te rsebu t  sesua i  dengan  Pengangkatan  

Penggugat  sebaga i  Anggota  Pol r i  berdasarkan  

Pet i kan  Sura t  Keputusan  No.Po l .  :  Skep  /  945  /  

XI I  /  2004  tangga l  22  Desember  2004  yang  d i t anda  

tangan i  atas  nama  KAPOLRI,  o leh  karena  i t u  

penerb i t an  Sura t  Keputusan  Objek  sengketa  je l as  

sangat  merug ikan  Kepent i ngan  Hukum Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  untuk  menjaga  agar  Penggugat  t i dak  

mengalami  kerug ian  yang  leb ih  besar  ak iba t  

d i te rb i t k annya  Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  

yang  ber l aku  se jak  tangga l  8  Ju l i  2011,  maka 
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Penggugat  memohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Medan  cq.  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Medan  yang  

memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  perkara  in i ,  

agar  sebe lum   memutus   Pokok   Perkara   dan  

berkekua tan  hukum te tap ,  

ter l eb ih  ………………

ter l eb ih  dahulu  mengeluarkan  Penetapan  untuk  

menunda  pelaksanaan  Objek  Sengketa  Tata  Usaha 

Negara  yang  di te rb i t kan  oleh  Tergugat  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  67  ayat  (2 )  Undang- Undang  

No.5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  N0.9  Tahun  2004  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  :  Mengabulkan  

permohonan  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  

Objek  Sengketa  Nomor  :  Kep  /  297  /  VI I  /  2011,  

tangga l  8  Ju l i  2011  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan  Hormat  Dar i  d inas  Pol r i  an.  YUSRIWAN 

( i c .Pengguga t ) ,  Br ipda  Nrp  85050916,  Jabatan  Ba 

Pol res  Padangs id impuan,  Kesatuan  Pol res  

Padangs id impuan  sampai  dengan  Putusan  dalam 

perkara  in i  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Berdasarkan  ha l - ha l  yang  dikemukakan  d ia tas  

dengan  in i  d imohonkan  kepada  Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  
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Usaha  Negara  Medan  cq.  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Medan agar  berkenan  untuk  memanggi l  p ihak-

pihak  yang  berperka ra  guna  had i r  da lam  suatu  har i  

pers i dangan  yang  te lah  di ten tukan  untuk  pemer iksaan  

perkara  in i  dan  seka l i gus  memutuskan  dengan  amarnya  

berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  Daerah  Sumatera  

Utara  Nomor  :  Kep /  297 /  VI I  /2011 ,  tangga l  8  

Ju l i  2011  Tentang  Pemberhen t i an  Tidak  Dengan  

Hormat  (PTDH)  dar i  d inas  Pol r i  atas  nama 

YUSRIWAN,  Br ipda  Nrp  85050916,  Ba  Pol res  

Padangs id impuan,  Kesatuan  Pol res  

Padangs id impuan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Memer in tahkan  ………………

3. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Kepala  Kepol i s i a n  Daerah  

Sumatera  Utara  Nomor  :  Kep  /  297  /  VI I   /  

2011,  tangga l  8  Ju l i  2011  Tentang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  dar i  

Dinas  Pol r i  atas  nama  YUSRIWAN,  Br ipda  Nrp  

85050916,  Ba Pol res  Padangs id impuan ,  Kesatuan  

Pol res  Padangs id impuan  ;  - - - - - - - -
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4. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  

merehab i l i t a s i  atau  memul ihkan  sega la  hak  dan  

kedudukan  Penggugat  se laku  anggota  Pol r i  akt i f  

;  - - - - - - - - -

5. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Demik ian lah  Gugatan  Perkara  Tata  Usaha Negara  in i  

Penggugat  a jukan  dan  k i ranya  Maje l i s  Hakim  Tata  Usaha  

Negara  Medan  dapat  mengabulkan  gugatan  Penggugat  

se lu ruhnya ,  atau  manakala  Maje l i s  Hakim Tata  Usaha Negara  

Medan berpendapat  la i n  k i r anya  mohon putusan  yang  sead i l -

ad i l nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              
Menimbang,  bahwa   perkara  in i  te l ah  di l akukan  

pemer iksaan  pers i apan  oleh  Maje l i s  Hakim  dan  gugatan  

Penggugat  te l ah  dinya takan  layak  untuk  dibawa  

kepers idangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -  

 
Menimbang,  bahwa  untuk  kepent i ngan  pemer iksaan  

perkara  te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te l ah  menetapkan  har i  
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s idang  dan  kepada  para  pihak  te lah  disampaikan  pangg i l an  

dengan sura t  te r ca ta t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ……………..

Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te l ah  

di ten tukan  kedua  belah   p ihak   te lah   datang  menghadap 

dipe rs i dangan ,  pihak  Penggugat  datang  menghadap send i r i  :  

YUSRIWAN dan p ihak  Tergugat  d iwak i l i  o leh  Kuasanya  

bernama :  AKP BETRI  HANUM, SH. ,  berdasarkan  Sura t   Kuasa  

Khusus  te r t angga l  17  Oktober  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat    te lah    mengajukan    Jawabannya 

secara    te r t u l i s    te r t angga l  02 Nopember 2011  yang  pada 

pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Bahwa  Terguga t  menolak  semua  da l i l  –  dal i l  Penggugat ,  

kecua l i  yang  d iaku i  secara  tegas  dalam  jawaban  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa Penggugat  dahu lunya  ber tugas  sebaga i  Bin ta ra  (Ba)  

Pol res  Padangs id impuan  dan  te l ah  d ibe rhen t i k an  Tidak  

Dengan Hormat  (PTDH)  sesua i   Keputusan  Tergugat   Nomor  :  

Kep/297 /V I I / / 2 011 ,  tangga l  8 Ju l i  2011 ;  
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A. TENTANG SUBSTANSI

Bahwa  Penggugat  dibe rhen t i k an  Tidak  Dengan  Hormat  

(PTDH)  karena  pada  tangga l  22 Agustus  2010  har i  Minggu  

sek i t a r  puku l  21.30  wib  di  Jembatan  Ja lan  Baru  By Pass  

Kel .  Palopa t  Kec.  Padangs id impuan  Tenggara  Kota  

Padangs id impuan  Penggugat  bersama  –  sama  dengan  EDI  

PRIYANTO  dan   TEGUH  PUTRA  PERMANA  DALIMUNTHE (dua  

orang  teman  s ip i l n ya )  melakukan  Tindak  Pidana  

Pemerasan  te rhadap  korban  ERMAYANTI   dan  temannya  

FRISKA SIREGAR seh ingga  perkara  

pidana  ……………….

pidana  te rsebu t  d is i d i k  d i  Sat  Resk im  Pol res  

Padangs id impuan  dan  te l ah  dipu tus  oleh  Pengadi l an  

Neger i  Padangs id impuan  dengan  von is  Hukuman  Pidana  

Penja ra  se lama  3  ( t i ga )  bu lan  7  ( tu j uh )  har i  sesua i  

Kut ipan  Putusan  dar i  Pengadi l an  Neger i  Padangs id impuan  

Nomor  :  594  /  Pid .B  /  2010  /  PN.Psp  tangga l  22  

Nopember  2010,  keputusan  mana te lah  berkekua tan  hukum 

te tap  ser ta  Penggugat  te l ah  se lesa i  menja lan i  hukuman 

sebaga imana  dalam  putusan  pengad i l an  dimaksud  pada  

tangga l  28  Nopember  2010  sesua i  Sura t  Keterangan  

Kepala  Lembaga  Permasyaraka tan  Kelas  I I  B 

Padangs id impuan  Nomor  :  W2.  E.  18.  PK.  02.  02  –  914  

tangga l  28  Nopember  2010  dan  atas  hukuman  Pidana  

te rsebu t  Sipropam  Pol res  Padangs id impuan  membuat  

Laporan  Pol i s i  Nomor  :  LP/20 /X I / 2010 /S ip ropam,  tangga l  

29 Maret  2010 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa  berdasarkan  Laporan  Pol i s i  Sip ropam  Pol res  

Padangs id impuan  membuat  Laporan  Pol i s i  Nomor  :  

LP/20 /X I / 2010 /S i p ropam,  tangga l  29  Maret  2010  

di l akukan  pemer iksaan  te rhadap  Penggugat  dan  saks i  – 

saks i  sete lah  berkasnya  lengkap  sesua i  dengan  Daf ta r  

Pemer iksaan  Pendahu luan  Pel  KKEP  No.  Pol .  :  

DP3KKEP/25/ I I I / 2 011 /S IEPROPAM,  tangga l  25  Maret  2011  

oleh  Kapol res  Padangs id impuan  membuat  Sura t  Penganta r  

ke  Kapolda  Sumut  u.p .  Kabidkum,  per iha l  mohon  saran  

dan  Pendapat  Hukum Nomor  :  K/174/ I I I / 2 011 ,  tangga l  31  

Maret  2011 ;  - - - - - - - - - -  

Bahwa  se lan ju t nya  Kabidkum  Polda  Sumu  mempela ja r i  

berkas  perkara  Penggugat   dan   membuat   Pendapat  dan  

Saran  Hukum  kepada  Kapol res  Padangs id impuan  sesua i  

dengan  Sura t  Nomor  :  K /  224 /  PH /  IV  /  2011 /  Bidkum 

tangga l  29  Apr i l  2011  dan  kepada  Penggugat  dikenakan  

keda lam 

Pasa l  ……………..

Pasal  12 ayat  (1 )  huru f   a  PPRI  No.  1 Tahun  2003  Jo.  

Pasal  13  PPRI  No.  2  Tahun  2003  yang  berbuny i  :  

“Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  

dibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat  dar i  d inas  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  apab i l a  dip i dana  

berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  berkekua tan  

hukum  te tap  dan  menuru t  per t imbangan  pejaba t  yang  
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berwenang  t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  

dalam  dinas  Pol r i ” ,  dan  “Anggota  Kepol i s i a n  Negara  

Republ i k  Indones ia  yang  d i j a t uh i  hukuman  Dis ip l i n  

leb ih  dar i  3 ( t i ga )  ka l i  dan d ianggap  t i dak  patu t  lag i  

d ipe r t ahankan  sta tusnya  sebaga i  Anggota  Kepol i s i a n  

Negara  Republ i k  Indones ia ,  dapat  d ibe rhen t i k an  dengan  

hormat  atau  t i dak  dengan  hormat  dar i  d inas  Kepol i s i a n  

Negara  Republ i k  Indones ia  mela lu i  s idang  Komis i  Kode 

Et i k  Pro fes i  Pol r i ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sete lah  mener ima  Pendapat  dan  Saran  Hukum dan  

Binkum  Polda  Sumut ,  se lan ju t nya   Kapol res  

Padangs id impuan  se laku  pejaba t  yang  berwenang  

membentuk  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  (KKEP)  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  Nomor  :  Skep/4 /V /2011  tangga l  16  Mei  

2011  ten tang  Pembentukan  Komis i  Kode Et i k  Pol r i  (KKEP)  

untuk  memer iksa  pelanggaran  Penggugat ,  d imana  

sebe lumnya  Kapol res  Padangs id impuan  se laku  Ankum 

(A tasan  yang  berhak  menghukum)  te l ah  mengeluarkan  

Sura t  Rekomendas i  Nomor  :  SR/40/ IV /2011  tangga l  18  

Apr i l  2011  dan  menyatakan  Penggugat  (BRIPDA YUSRIWAN) 

t i dak  layak  dipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  da lam 

dinas  pol r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  har i  Senin  sek i t a r  puku l  10.00  wib  tangga l  

23  Mei  2011  di l aksanakan   s idang  KKEP  te rhadap  

Penggugat  ber tempat  di  au la  Pol res  
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Padangs id impuan  ……………..

Padangs id impuan  dan  te rhadap  Penggugat  di  putuskan  

sanks i  berupa  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  

d inas  Pol r i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           

B. TENTANG KEWENANGAN

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  sebaga i  anggota  pol r i  

dengan  pangkat  Bin ta ra  ya i t u  Br ipda ,  maka  yang  

berwenang  membentuk  Komis i  Kode Et i k  Pol r i  (KKEP)  yang  

memer iksa  pelanggaran  Penggugat  ada lah  Kapol res  

Padangs id impuan  sesua i  keten tuan  Pasal  2  ayat  (2 )  

huru f   d   Jo.  Pasa l  3  Jo.  Pasa l  8  ayat  (5 )  huru f   d  

Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  8  Tahun  2006  ten tang  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Kode  Et i k  Kepol i s i a n  Negara  

Republ i k  Indones ia ,  maka  se lan ju t nya  Kapol res  

Padangs id impuan  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

Skep/4 /V /2011  tangga l  16  Mei  2011  ten tang  Pembentukan  

Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  (KKEP)  untuk  memer iksa  

pelanggaran  Penggugat ,  maka  dengan  demik ian  

pembentukan  KKEP te rsebu t  ada lah  sah  dan sesua i  dengan  

keten tuan  hukum ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  berpangka t / go l ongan  

Bin ta ra ,  maka  yang  berwenang  memberhent i kan  Tidak  

Dengan  Hormat  adalah  Tergugat  sebaga imana  di ten tukan  
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dalam  Sura t  Keputusan  Kapol r i  No.  Pol .  :  Skep  /  

1542/X /2001  tangga l  26  Oktober  2001  ten tang  

Pendelegas ian  Wewenang  Dalam  Pembinaan  Sumber  Daya 

Manusia  Pol r i  dan  Keputusan  Kapol r i  No.  Pol .  :  

Kep/74 /X I / 2003  tangga l  10  Nopember  2003  ten tang  Pokok  

– Pokok  Penyusunan  Lap is  – Lap is  Pembinaan  Sumber  Daya  

Manusia  Pol r i  (  Poin   b   Pengakh i ran  dan  

Memper tahankan  Dalam Dinas  Akt i f  anggota  Pol r i  angka  

12  dan  13  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

       

  C.  TENTANG …………….

C. TENTANG PROSEDUR

Bahwa  pada  har i  Senin  tangga l  23  Mei  2011  sek i t a r  

puku l  10.00  wib  ber tempat  di  aula  Pol res  

Padangs id impuan  te l ah  d i l akukan  Sidang  Komis i  Kode 

Et i k  Pol r i  (KKEP)  te rhadap  Penggugat  dan  pelaksanaan  

s idang  d ihad i r i  o leh  Penggugat  sesua i  dengan  keten tuan  

Pasal  12  ayat  (2 )  huru f   b,c ,d  dan  e   Jo.  Pasa l  13  

ayat  (2 )  huru f   c,  ayat  (4 )  huru f   e,g  dan  h,  Jo.  

Pasal  14  ayat  (2 )  huru f   c  Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  8 

Tahun  2006  ten tang  Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Komis i  

Kode  Et i k  Pol r i  dan  pada  saat  s idang  di l aksaakan  

Penggugat  d idamping i  o leh  AKP  ERLIJON  SIMAMORA, 
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sebe lum  s idang  di l aksanakan  hak  –  hak  Penggugat  te l ah  

dibe r i t a hukan  kepada  Penggugat  ya i t u  Penun jukan  

pendamping ,  mengetahu i  susunan  keanggotaan  komis i ,  

mener ima  dan  mempela ja r i  i s i  berkas  perkara  baik  

send i r i  –  send i r i  maupun  bersama  –  sama  dengan  

pendamping  pa l i ng  lambat  3  ( t i ga )  har i  sebe lum  s idang  

dan  pada  saat  s idang  d i l aksanakan  dibe r i k an  kesempatan  

untuk  melakukan  pembelaan ,  mengajukan  saks i ,  

menje laskan  hak  Penggugat  dapat  mengajukan  kebera tan  

te rhadap  putusan  komis i  sete lah  putusan  dibacakan ,  dan  

juga  menyampaikan  Putusan  Sidang  kepada  Penggugat  

pa l i ng  lama satu  har i  sete lah  pe laksanaan  s id i ng  KKEP,  

ha l  in i  sesua i  dengan  Pasa l  12  ayat  (1 )  huru f  

a,b ,c , d , e , f   dan   g  Perauran  Kapol r i  Nomor  8  Tahun  

2006  ten tang  Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Komis i  Kode 

Et i k  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia ,  kemudian  

s idang  KKEP menja tuhkan  sanks i  kepada  Penggugat  bahwa 

Penggugat  dinya takan  t i dak  layak  menja lankan  Pro fes i /  

Fungs i  Kepol i s i an  “sesua i  Pasa l  11  ayat  (2 )  huru f   d 

Pera tu ran  Kapol r i  Nomor   7  Tahun  2006  ten tang   Kode 

Et i k    Profes i   Pol r i   dan  te rhadap  

 
Penggugat  ……………

Penggugat  d i j a t uh i  sanks i  admin is t r a s i  berupa  “ 

Pemberhent ian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  dar i  dinas  

Polr i ”  sebaga imana  dalam  Keputusan  Komis i  Kode  Et i k  

Pol r i  Pol res   Padangs id impuan  Nomor  :  Kep  /3 /V /2011 ,  
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tangga l  23  Mei  2011  dan  seka l i gus  bantahan  te rhadap  

dal i l  Penggugat  pada  pos i t a  12  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  se lan ju t nya  Kapol res  Padangs id impuan  

menyampaikan  has i l  Keputusan  s idang  KKEP  Penggugat  

te rsebu t  kepada  Tergugat  se laku  pejaba t  yang  berwenang  

untuk  memberhent i kan  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  

Penggugat  dar i  d inas  Pol r i  sesua i  pasa l  17  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  8  Tahun  2006  ten tang  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i ,  

se lan ju t nya  berdasarkan  kewenangannya  sebaga imana  

dia tu r  dalam  Sura t  Keputusan  Kapol r i  No.  Pol .  :  

Skep/1542 /X /2001  tangga l  26  Oktober  2001  ten tang  

Pendelegas ian  Wewenang  Dalam  Pembinaan  Sumber  Daya 

Manusia  Pol r i  dan  Keputusan  Kapol r i  No.  Pol .  :  

Kep/74 /X I / 2003  tangga l  10  Nopember  2003  ten tang  Pokok  

– Pokok  Penyusunan  Lap is  – Lap is  Pembinaan  Sumber  Daya  

Manusia  Pol r i  Poin   b   Pengakh i ran  dan  Mempertahankan  

Dalam Dinas  Akt i f  anggota  Pol r i  angka  12  dan  13  maka 

se lan ju t nya  Penggugat  menerb i t kan  Objek  Sengketa  

seka l i gus  bantahan  te rhadap  dal i l  Penggugat  pada  

pos i t a  14  dan  15  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa untuk  dal i l  Penggugat  pada  pos i t a  8 dan  9 dalam 
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Jawaban  in i  Tergugat  t i dak  akan  menanggap inya  karena  

hal  te rsebu t  ada lah  kewenangan  dar i  Perad i l an  Umum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa ………………

Bahwa menanggap i  dal i l  Penggugat  pada  pos i t a  angka  10,  

11,  12,  13  dan  14  yang  menyatakan  ber laku  sewenang  – 

wenang  mela lu i  bawahan  Tergugat  ya i t u  Peny id i k  

Sipropam  Pol res   Padangs id impuan  ada lah  alasan  yang  

dica r i  – car i  o leh  Penggugat  untuk  membenarkan  dal i l  –  

da l i l n ya ,  sedangkan  yang  menjad i  dasar  Tergugat  

mengeluarkan  Objek  Sengketa  ada lah  Laporan  Pol i s i  

Nomor  :  LP/20 /X I / 2010 /S ip ropam,  tangga l  29  Maret  2010  

ten tang  t i ndak  Pidana  Pemerasan  yang  di l akukan  

Penggugat  bersama – sama dengan  2 (dua)  orang  temannya  

dar i  s ip i l  dan  kemudian  perkara  pidana  te rsebu t  

d is i d i k  d i  Sat  Reskr im  Pol res   Padangs id impuan  dan  

se lan ju t nya  d is i dang  di  Pengadi l an  Neger i  

Padangs id impuan  dengan  hukuman Pidana  Penja ra  se lama 3 

( t i ga )  bu lan  7  ( tu j uh )  har i  sesua i  Kut ipan  Putusan  

dar i  Pengad i l an  Neger i   Padangs id impuan  No.  :  

594/P id .B /2010 /PN.PsP,  tangga l  22  November  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  menanggap i  dal i l  Penggugat  pada  pos i t a  15  

berdasarkan  Keputusan  Kapol r i   No.  Pol .  :  
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Kep/74 /X I / 2003  tangga l  10  Nopember  2003  ten tang  Pokok  

– Pokok  Penyusunan  Lap is  – Lap is  Pembinaan  Sumber  Daya  

Manusia  Pol r i  yang  menyatakan  “Bahwa  dalam  rangka  

member ikan  otor i t a s  yang  se luas  –  luasnya  kepda  para  

Kepala  Kepol i s i an  Kesatuan  Kewi layahan  dan  Kepala  

Kesatuan  Induk  Organ isas i  Tingka t  Mabes  Pol r i  untuk  

mengatur  pembinaan  persone l  d i l i n gkungannya ,  d ipandang  

per l u  menetapkan  keputusan ”  Jo.  Angka  I .  UMUM Panduan 

Tekn is  atas  Keputusan  Kapol r i  No.  Pol .  :  

Kep/74 /X I / 2003  tangga l  10  Nopember  2003  ten tang  Pokok  

– Pokok  Penyusunan  Lap is  – Lap is  Pembinaan  Sumber  Daya  

Manusia   Pol r i   a l i nea   I I   yang   menyatakan   :  

“Kepala   Kepol i s i a n  

Negara  ……………….

Negara  Republ i k  Indones ia  member ikan  kepercayaan  dan  

pemberdayaan  yang  se luas– luasnya  da lam  bentuk  

pel impahan  beberapa  /  sebag ian  dar i  kewenangannya  

kepada  Kepala  Kepol i s i an  Kesatuan  Kewi layahan  dan  

Kepala  Kesatuan  Induk  Organ isas i  d i  l i ngkungan  Mabes 

Pol r i  untuk  mengatu r  pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  

Pol r i  d i l i n gkungan  kesatuan  masing–masing ”  Jo.  Al inea  

IV  yang  menyatakan  “Dalam  pembinaan  Sumber  Daya 

Manusia  pada  Satuan  Kewi layahan  Kapol r i  mel impahkan  

kewenangannya  kepada  Kepala  Kesatuan  Kewi layahan ” .  

Yang  dimaksud  dengan  Kepala  Kesatuan  Kewi layahan  

ada lah  Kepala  Kepol i s i an  Daerah,  Kepala  Kepol i s i an  

Wilayah  /  Kota  Besar ,  Kepala  Kepol i s i a n  Kota  Besar ,  
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Kepala  Kepol i san  Resor t ,  sesua i  dengan  l i ngkup  tugas  

dan  tanggung  jawabnya ”  Jo.  Al inea  te rakh i r  yang  

menyatakan  “Penandatanganan  Admin is t r a s i  ba ik  berupa  

sura t  keputusan ,  Sura t  Per in t ah  dan  la i n  –  la i nnya  

oleh  Pejabat  yang  di tunjuk  sebaga imana  te rcan tum 

dida lam  Panduan  Tekn is  in i ,  sete lah  memenuhi  keten tuan  

–  keten tuan  yang  ber l aku  dan  mendapatkan  perse tu j uan  

dar i  pe jaba t  yang  mener ima  pel impahan  kewenangan,  

se lan junya  melaporkan  kepada  Kapol r i ” ,  dan  keten tuan  

in i  berkesesua ian  Pasa l  2 ayat  (2 )  huru f   d Pera tu ran  

Kapol r i  Nomor  8 Tahun 2006  tangga l  1 Ju l i  2006 ten tang  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Komis i  Kode  Et i k  Pro fes i  

Pol r i  yang  menyatakan  “Pada  t i ngka t  Kewi layahan  

Kapol r i  mel impahkan  wewenang  kepada  Kapolda ,  

Kapolw i l  /  Tabes,  Kapol t abes ,  Kapol res  /  t ro  /  ta  

untuk  membentuk  komis i  guna  memer iksa  pelanggaran  Kode 

Et i k  Pro fes i  Pol r i  yang  di l akukan  oleh  Perwi ra  

Menengah  Pol r i ,  Perwi ra  Per tama  Pol r i ,  Bin ta ra  dan  

Tantama  Pol r i  d i  kesatuannya ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -  

Bahwa ………………

Bahwa  berdasarkan  Panduan  Tekn is  atas  Keputusan  

Kapol r i  No.  Pol .  Kep/74 / IX /2003  tangga l  10  Nopember  

2003  ten tang  Pokok  –  pokok  Penyusunan  Lapis  –  Lap is  

Sumber  Daya  Manusia  Pol r i  angka  I I .  PASAL DEMI  PASAL 

angka  5  PEMBERHENTIAN  SISWA,  PENGAKHIRAN DINAS  DAN 
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MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF  ANGGOTA POLRI  huru f  

b   angka  12  menyatakan  “Pengakh i ran  Dinas  anggota  

Pol r i  dengan  Kepangkatan  AIPTU kebawah  yang  s i f a t nya  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  di  

kewi layahan  Kapolr i  melimpahkan  kewenangannya  kepada 

Kapolda”  dan angka  13 yang  menyatakan  “Surat  Keputusan 

di te rb i t kan  dan  di tandatangani  oleh  Kapolda”  dan 

se lan ju t nya  melapokannya  kepada  Kapol r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KKEP  Pol res   Padangs id impuan  yang  melakukan  PTDH 

te rhadap  Penggugat  dar i  Dinas  Pol r i ,  yang  mana  PTDH 

te rsebu t  harus  di l akukan  mela lu i  s idang  KKEP 

sebaga imana  dimaksud  da lam pasa l  14  ayat  (1 )  huru f   a  

dan pasa l  14 ayat  (2 )  PP RI  Nomor  1 Tahun 2003 ten tang  

Pemberhent i an  anggota  Pol r i ,  ada lah  sah,  sesua i  dengan  

prosedur  dan  berkekua tan  hukum,  seh ingga  pembentukan  

KKEP  Pol res   Padangs id impuan  yang  menyidangkan  

Penggugat  dan  d i j a t uh i  hukuman  PTDH dar i  d inas  Pol r i  

ada lah  sah,  sesua i  prosedur  dan  berkekua tan  hukum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat  se la i n  melakukan  Pelanggaran  Pasa l  12 

ayat  (1 )  huru f  a  PP RI  Nomor  1  Tahun  2003  ten tang  

“Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  

dibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat  dar i  d inas  

Kepol i s i an     Negara     Republ i k    Indones ia  
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apab i l a     d ip i dana     pen ja ra  

berdasarkan  ………………..

berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  dan  menuru t  per t imbangan  pe jaba t  

yang  berwenang  t i dak  dapat  d iper t ahankan  untuk  te tap  

berada  dalam  dinas  Pol r i ”,  Penggugat  juga  leb ih  3 

( t i ga )  ka l i  melakukan  Pelanggaran  Dis ip l i n  masing  – 

masing  sesua i  dengan  Sura t  Keputusan  Hukuman Dis ip l i n  

No.  Pol .  :  Skep  /  04  /  I I  /  2007  /  P3D tangga l  13  

Pebruar i  2007,  Sura t  Keputusan  Dis ip l i n  No.  Pol .  :  

Skep  /  11  /  VI I  /  2008  tangga l  10  Ju l i  2008,  Sura t  

Keputusan  Dis ip l i n  No.  Pol .  :  Skep  /  17  /  XI I  /  2008  

tangga l  5  Desember  2008,  Sura t  Keputusan  Dis ip l i n  No.  

Pol .  :  Skep  /  10  /  V /  2009  tangga l  8   Mei  2009,  

seh ingga  te rhadap  Penggugat  dikenakan  ke  Pasa l  12 ayat  

(1 )  huru f   a PP RI  Nomor  1 Tahun  2003  Jo.  Pasal  13 PP 

RI  Nomor  2  Tahun  2003  yang  berbuny i  :  “Anggota  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  dibe rhen t i k an  

t i dak  dengan  hormat  dar i  d inas  Kepol i s i a n  Negara  

Republ i k  Indones ia  apab i l a  dip i dana  pen ja ra  

berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  dan  menuru t  per t imbangan  pe jaba t  

yang  berwenang  t i dak  dapat  d iper t ahankan  untuk  te tap  

berada  dalam  dinas  Pol r i ”,  dan  “Anggota  Kepol i s i a n  

Negara  Republ i k  Indones ia  yang  di j a t uh i  hukuman 

Dis ip l i n  leb ih  dar i  3  ( t i ga )  ka l i  dan  dianggap  t i dak  

patu t  lag i  d ipe r t ahankan  sta tusnya  sebaga i  Anggota  
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Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia ,  dapat  

d ibe rhen t i k an  dengan  hormat  atau  t i dak  dengan  hormat  

dar i  d inas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  

mela lu i  s idang  Komis i  Kode  Et i k  Pro fes i  Pol r i ”,  maka 

dengan  demik ian  s idang  KKEP te rhadap  Penggugat  te l ah  

sesua i  prosedur  yang  ber laku ,  seh ingga  s idang  KKEP sah  

dan  berkekua tan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa menanggap i  dal i l  Penggugat  pada  pos i t a  angka  11 

bahwa  s idang  KKEP   yang   d i l akukan   te rhadap  

Penggugat   hanya   1  (  satu  )   ka l i   ya i t u  

tangga l  ……………..

tangga l  23  Mei  2011,  da lam  ha l  in i  d i j e l a s kan  bahwa 

sesua i  Pasa l  10  ayat  (2 )  but i r  6  Pera tu ran  Kapol r i  

Nomor  8 tahun   2006  ten tang  Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  

Komis i  Kode  Et i k  Pro fes i  Pol r i  yang  menyatakan  bahwa 

Sidang  Komis i  d i l aksanakan  secara  cepat  dan  pal i ng  

lama  21  (dua  puluh  satu )  har i  ker ja  se jak  s idang  

Komis i  d imula i  sudah  menja tuhkan  putusan ,  maka dengan  

demik ian  bahwa  s idang  KKEP t i dak  dia tu r  berapa  ka l i  

d i l akukan  s idang ,  yang  pent i ng  pemer iksaan  perbuatan  

Penggugat  dapat  d ibuk t i k an  berdasarkan  kete rangan  

saks i  –  saks i  dan  ala t  bukt i  dan  kete rangan  Penggugat  

send i r i  dan  jus t r u  s idang  KKEP d i l aksanakan  secepat  

mungkin  dan  berdasarkan  prosedur  hukum yang  ber l aku  

dan  te rnya ta  s idang  KKEP  dapat  melaksanakan  tugas  
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pemer iksaan  pe langgaran  Penggugat  satu  har i  tangga l  23 

Mei  2011,  seh ingga  s idang  KKEP sah  dan  berkekua tan  

hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa  menanggap i  da l i l  Penggugat  pada  pos i t a  angka  

12,  13  dan  14 menyatakan  bahwa s idang  KKEP bata l  demi  

hukum  oleh  karena  melanggar  Pasa l  12  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  8  Tahun  2006  ya i t u  t i dak  

dibe r i k annya  hak  –  hak  Penggugat  ya i t u  untuk  

mengatahu i  susunan  keanggotaan  Komis i  sebe lum  s idang ,  

berhak  menunjuk  pendamping ,  t i dak  pernah  mener ima  dan  

mempela ja r i  i s i  berkas  perkara  baik  send i r i  –  send i r i  

maupun  bersama – sama dengan  pendamping ,  t i dak  pernah  

dibe r i  kesempatan  melakukan  pembelaan ,  mengajukan  

saks i ,  t i dak  ada mener ima  putusan  s idang  1 (sa tu )  har i  

sete lah  putus  dan  dibacakan  dan  t i dak  d ibe r i kan  

kesempatan  untuk  mengajukan  kebera tan  ada lah  pendapat  

yang  t i dak  berdasar  dan  cenderung  memutar  ba l i k kan  

fak ta ,  dengan    a lasan    bahwa   kepada    Penggugat  

3   (  t i ga  )    har i    sebe lum  

Pelaksanaan  ………………

Pelaksanaan  Sidang  KKEP  te lah  dibe r i t a hukan  hak  – 

haknya  dan  Pendamping  Penggugat  ada lah  AKP ERLIJON 

SIMAMORA se laku  Kasat  Sabhara  Pol res   Padangs id impuan  

pada  saat  s idang  KKEP,  Pendamping  Penggugat  te l ah  

melakukan  pembelaan  te rhadap  Penggugat  supaya  s idang  
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Komis i  t i dak  menja tuhkan  putusan  PTDH  dar i  d inas  

Pol r i ,  member ikan  kesempatan  mengajukan  saks i  dan  

pembelaan ,  menyerahkan  putusan  s idang  KKEP,  sete lah  

se lesa i  putusan  s idang  KKEP  dibacakan  d i j e l a s kan  

kepada  Penggugat  berhak  mengajukan  kebera tan  se lama  7 

( tu j uh )  har i  sete lah  putusan  d ibacakan ,  Penggugat  pada  

tangga l  1  Jun i  2011  ada  mengajukan  kebera tan  

permohonan  Penin jauan  Kembal i  te rhadap  putusan  s idang  

KKEP yang  menja tuhkan  hukuman  PTDH dar i  d inas  Pol r i  

te rhadap  Penggugat ,  namun  Sura t  Penin jauan  Kembal i  

te rsebu t  sudah  lewat  waktu  2  (dua)  har i ,  karena  

pelaksanaan  s idang  KKEP  Pol res   Padangs id impuan  

tangga l  23 Mei  2011  sedangkan  Sura t  Penin jauan  Kembal i  

atas  Pelaksanaan  Sidang  KKEP Pol res   Padangs id impuan  

dibua t  Penggugat  te r t angga l  1  Jun i  2001  seh ingga  

menuru t  keten tuan  pasa l  12  ayat  (1 )  huru f   g 

Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  8  Tahun  2006  ten tang  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Komis i  Kode  Et i k  Kepol i s i a n  

Negara  Republ i k  Indones ia  mengajukan  kebera tan  dalam 

bentuk  te r t u l i s  dengan  batas  waktu  pa l i ng  lambat  7 

( tu j uh )  har i  sete lah  mener ima  sa l i nan  putusan  s idang  

dan  penga juan  Penin jauan  Kembal i  te r sebu t  sudah  

melewat i  tenggang  waktu  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  

12  ayat  (1 )  huru f   g  Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  8  Tahun  

2006,  maka dengan   demik ian   pe laksanaan   s idang   KKEP 

sah   dan   berkekua tan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa   dengan   demik ian  penerb i t an  objek  sengketa  

te l ah  sesua i  dengan  

Asas  ………………

Asas  – Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  (AUPB) ,  sesua i  

prosedur  dan  te l ah  memenuhi  subs tans i  untuk  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  ser ta  d i t e r b i t k an  

oleh  pejaba t  yang  berwenang,  seh ingga  cukup  alasan  

Maje l i s  Hakim  untuk  menolak  gugatan  Penggugat  

se lu ruhnya  dan  menghukum  Penggugat  membayar  b iaya  

perkara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Terguga t ,  Penggugat  

te l ah  mengajukan  Repl ik  te r t angga l  10  November 2011 dan 

Tergugat  mengajukan  Dupl ik  te r t angga l  17 November 2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  da l i l – da l i l  

gugatannya ,     Penggugat  te lah  mengajukan  ala t  bukt i  

sura t  berupa  fo to  copy  sura t  yang  te l ah  bermate ra i  cukup  

dan  te lah  pula  disesua i kan  dengan  as l i nya ,  yang   d ibe r i  

tanda   Bukt i  P – 1   sampai  dengan   Bukt i  P – 22  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Foto  copy   Pet i kan  Sura t  Keputusan  Kepala  

Kepol i s i an  Daerah  Sumatera  Utara  Nomor  :  

Kep/297 /V I I / 2 011  tangga l  8  Ju l i  2011,  ten tang  
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Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  dar i  

Dinas  Pol r i  An.  BRIPDA YUSRIWAN,  NRP 85050916,  

Ba  Pol res  Padangs id impuan  dan   te lah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju tn ya  dibe r i  

tanda  ……………………………... Bukt i  P -  1 ;  

2. Foto  copy  Pet i kan  Sura t  Keputusan  No.Po l .  :  

Skep/945 /X I I / 2 004  tangga l  22  Desember  2004,  

ten tang  Pengangkatan  dan  Pengga j i an  Siswa  

Pendid i kan  Pembentukan  Bin ta ra  Pol r i  Gelombang  

I I  Tahun  2004  An.  BRIPDA YUSRIWAN dan   te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju tn ya  dibe r i  

tanda  …………...  Bukt i  P -  2 ;

3. Foto  copy  Pet i kan  Sura t  Keputusan  No.Po l .  :  

Skep/950 /X I I / 2 004  tangga l  23  Desember  2004,  

ten tang  Penempatan  Magang/Penempatan  

Per tama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per tama  Bin ta ra  Pol r i  Gelombang  I I  Tahun  2004  

An.  YUSRIWAN,  BRIPDA NRP 85050916   dan   te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju tn ya  dibe r i  

tanda  ………...… Bukt i  P -  3 ;

4. Foto  copy  I j azah  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  

Indones ia  Reg.  No.  Pol  :  IJ / 0818 /2004  tangga l  

29  Desember  2004  An.  YUSRIWAN,  BRIPDA  NRP 

85050916   dan   te l ah   d isesua i kan  dengan  

as l i nya  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  ……………………. 

Bukt i  P -  4 ;

5. Foto  copy  Sura t  Keterangan  Kepol i s i a n  Negara  

Republ i k  Indones ia  No.  Pol  :  SK/07/X I I / 2 004  

tangga l  29 Desember  2004 An.  YUSRIWAN, BRIGADIR 

SISWA  dan   te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  

se lan ju t nya  dibe r i  tanda  ………...… Bukt i  P -  5 ;
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6. Foto  copy   Kar tu  Tanda  Anggota  Pol r i  No  :  

KTA/331/ IX /2008  September  2008  An.  BRIPDA 

YUSRIWAN dan  te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i n ya  

se lan ju t nya  d ibe r i  tanda  ………………...…..  Bukt i  P -  

6 ;

7. Foto  copy   Pet i kan  Sura t  Keputusan  No.  Pol .  :  

SKEP/09/ IX /2008  tangga l  24  September  2008  

Tentang  Kenaikan  Gaj i  Berka la  An.   BRIPDA 

YUSRIWAN dan  te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i n ya  

se lan ju t nya  dibe r i  tanda  ……………………………...  Bukt i  P 

-  7 ;

8. Foto  copy  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  atas  

Putusan  Sidang  Kode  Et i k  Pro fes i  Pol r i  An.  

BRIPDA  YUSRIWAN,   NRP 85050916,  Ba  Pol res  

Padangs id impuan  tangga l  1  Jun i  2011  yang  

di tu j ukan  Kepada Bapak  Kapolda  Sumut  dan  te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju tn ya  dibe r i  

tanda  ……...…………...  Bukt i  P -  8 ;

9. Foto  copy  Nota  Dinas  No.  Pol .  :  B/ND- 20/V I / 2008  

tangga l  10  Jun i  2008  Per iha l  Sura t  Panggi l an  

An.  BRIPDA YUSRIWAN dan   te l ah   d isesua i kan  

dengan      as l i nya      se lan ju tn ya      d ibe r i  

tanda  …………………..……..……………………….. Bukt i  P -  9 ;

                     

10.  Foto  copy  Permohonan  Pencabutan  Pengaduan  An.  

MUHAMMAD DAUN HARAHAP  tangga l  13  Jun i  2008,  

Sura t  Perdamaian  tangga l  13 

Jun i  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jun i  2008  dan  Sura t  Per in t ah  Penghent i an  

Peny id i kan  No.  Pol .  :  SP  –  Sid i k / 185  a/V I /  

2008/  Reskr im  tangga l  14  Jun i  2008  dan   te l ah  

disesua i kan    dengan    as l i nya     se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  …………………………………..……………..  Bukt i  P -  

10 ;
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11. Foto  copy  Sura t  Panggi l an  No.  Pol .  :  SP.  

Gi l / 309 /V I / 2008 /Resk r im ,  tangga l  19  Jun i  2008  

An.  YUSRIWAN,  dan  Sura t  Panggi l an  No.  Pol .  SP.  

Gi l  /  442  /  VI I I  /  2008  /  Reskr im,  tangga l  11  

Agustus  2008  An.  YUSRIWAN  dan   te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju tn ya  dibe r i  

tanda  ………………………...…..  Bukt i  P - 11 ;

12.  Foto  copy   Sura t  Penasehat  Hukum IRWANSYAH, 

SH dan  Rekan  Di tu j ukan  Kepada  Bapak  Kapol res ta  

Padangs id impuan  Nomor  :  70/ IR /ADV/VI /2008  

tangga l  25  Jun i  2008,  Hal  :  Kebera tan  Atas  

Di jad i kan  YUSRIWAN sebaga i  Tersangka ,  Dan Demi  

Hukum Mohon  Penghent i an  Peny id i kan  dan   te lah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju tn ya  dibe r i  

tanda  …………………...  Bukt i  P -  12 ;

13.  Foto  copy  Sura t  dar i  Penasehat  Hukum 

IRWANSYAH,  SH  dan  Rekan  Nomor  :  

70/ IR /ADV/VI / 2008 ,  tangga l  7  Ju l i  2008  yang  

di tu j ukan  kepada  IRWASDA POLDA SUMATERA UTARA 

dan  KABID  PROPAM POLDA SUMATERA UTARA,  Hal  :  

Mohon  Per l i ndungan  Hukum  dan   te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju tn ya  dibe r i  

tanda  ………………..……... . . . . . .  Bukt i  P -  13 ;

14. Foto  copy  Sura t  dar i  Penasehat  Hukum 

IRWANSYAH,  SH  dan  Rekan  Nomor  :  

78/ IR /ADV/VI I I / 2 008 ,  tangga l  19  Agustus  2008,  

Hal  :  Kebera tan  Atas  Penerb i t an  SP3 te rhadap  

LP.  No.  Pol  :  LP/270 /V I / 2008 /PSP,  tangga l  3 

Jun i  2008  dan  mohon  dip roses  kembal i  

penye l i d i k annya  di tu j u kan  kepada  Bapak  

Kapol res ta  Padangs id impuan  dan   te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju tn ya  dibe r i  

tanda  …………………...…….. . . .  Bukt i  P -  14 ;
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15. Foto  copy  Sura t  Per in tah  Penahanan  No.  Pol .  :  

SP.  Han /  88  /  VI I I  /  2010  /Reskr im ,   tangga l  

23 Agustus  2010 An.  YUSRIWAN dan  te l ah   

d isesua i kan  ……………..

disesua i kan      dengan      as l i nya  

se lan ju t nya       d ibe r i     tanda  …………..

…………………………………….. Bukt i  P -  15 ;

16. Foto  copy  Sura t  Kapol res ta  Padangs id impuan  No.  

Pol .  :  K/389/V I I I / 2 010 /Psp ,  tangga l  26  Agustus  

2010  Per iha l  :  Permin taan  Perpan jangan  

Penahanan  An.  YUSRIWAN yang  di tu j u kan  kepada  

KAJARI  Padangs id impuan  dan   te l ah   d isesua i kan  

dengan      as l i nya      se lan ju tn ya       d ibe r i  

tanda  …………………………………………………. Bukt i  P -  16  ;

 

17. Foto  copy  Sura t  Pencabutan  Pengaduan  ERMAWATI,  

tangga l  26  Agustus  2010  dan  sura t  Perdamaian  

bulan  Agustus  2010  dan   te l ah   d isesua i kan  

dengan      as l i nya       se lan ju t nya      d ibe r i  

tanda  ……………….

………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bukt i  P -  

17 ;

18.  Foto  copy  Sura t  Keterangan  Kepala  Lembaga 

Pemasyaraka tan  Kls  I IB  Padangs id impuan  Nomor  :  

W2.  E18.  PK.02.02  –  914,  tangga l  28  Nopember  

2010   dan   te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  

se lan ju t nya  dibe r i  tanda  ……..……………….……. Bukt i  P 

-  18 ;

 

19.  Foto  copy  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  se laku  

Terper i k sa  an.  BRIPDA  YUSRIWAN di  Sipropam 

Pol res  Padangs id impuan  tangga l  29 Nopember  2010  

yang  dipe r i k sa  oleh  peny id i k / pemer i k sa  BRIPTU 
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EDI  SYAHPUTRA dan   te l ah   d isesua i kan  dengan  

as l i nya  se lan ju t n ya  dibe r i  tanda  ….. .…. .…………. 

Bukt i  P -  19  ;

20.  Foto  copy  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  1  Tahun  2003  Tentang  

Pemberhent i an  Anggota  Pol r i  Dan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  2  Tahun  

2003  Tentang  Pera tu ran  Dis ip l i n  Anggota  Pol r i  

dan   te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  

se lan ju t nya  d ibe r i  tanda  ……………..….. . .  Bukt i  P -  

20 ;

21.  Foto  copy  Pera tu ran  Kepala  Kepol i s i a n   Negara  

Republ i k  Indones ia  No.  Pol .  :  7  Tahun  2006  

Tentang  KODE ETIK  PROFESI  KEPOLISIAN  NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA Dan Pera tu ran  

Kepala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kepala  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  No.  

Pol .  :  8 Tahun 2006 Tentang  ORGANISASI  DAN TATA 

KERJA  KOMISI  KODE  ETIK  KEPOLISIAN  NEGARA 

REPUBLIK  INDONESIA  dan    te lah    d isesua i kan  

dengan   as l i nya   se lan ju t nya   d ibe r i  tanda  

………………...………………………………. Bukt i  P – 21 ;

22. Foto  copy  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Padangs id impuan  No.  594 /  Pid .B  /  2010 /  PN.Psp  

dan    te l ah    d isesua i kan   dengan   as l i nya  

se lan ju t nya   d ibe r i  tanda  ………………………….. Bukt i  P 

– 22 ;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  da l i l – da l i l  

sangka lannya ,  Terguga t  te l ah  mengajukan  ala t  bukt i  sura t  

berupa  fo to  copy  sura t  yang  te l ah  bermate ra i  cukup  dan  

te l ah  pula  disesua i kan  dengan  as l i n ya ,  yang  dibe r i  tanda  
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Bukt i  T – 1   sampai  dengan   Bukt i  T – 14 ada lah   sebaga i  

ber i ku t  :  - - -  

1. Foto  copy   Pet i kan  Sura t  Keputusan  Kepala  

Kepol i s i an  Daerah  Sumatera  Utara  Nomor  :  

Kep/297 /V I I / 2 011  tangga l  8 Ju l i  2011,  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  dar i  

Dinas  Pol r i  An.  BRIPDA  YUSRIWAN,  NRP 

85050916,  Ba  Pol res  Padangs idempuan  dan 

te l ah  disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  …………………………… Bukt i  T -  1 ;   

2. Foto  copy  Sura t  dar i  Kapol res  Padangs id impuan  

Nomor  :  K/74 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  31  Maret  2011,  

per i ha l  Minta  Saran  dan  Pendapat  Hukum  dan 

te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  ……………………………….………... .  Bukt i  T -  2 

;

3. Foto  copy  Sura t  dar i  Kabidkum Padangs id impuan  

Nomor  :  K/224 /PH/ IV /2011 /B idkum,  tangga l  29 

Apr i l  2011,  per iha l  Pendapat  dan  Saran  Hukum 

dan   te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  

se lan ju t nya  d ibe r i  tanda  …………..……… Bukt i  T -  

3 ;

4.  Foto  copy  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Foto  copy  Sura t  Rekomendas i  Nomor  :  

SR/40/ IV /2011  tangga l  18  Apr i l  2011    yang  

dike lua rkan    o leh    Kapol res  

Padangs id impuan  se laku  Ankum yang  menyatakan  

BRIPDA  YUSRIWAN,  NRP 85050916,  Jabatan  Ba 

Pol res ,  Kesatuan  Pol res  Padangs id impuan  yang  

menyatakan  Tidak  layak  di  per tahankan   untuk  
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te tap    berada   da lam   dinas   Pol r i   dan  

te l ah   d isesua i kan    dengan    as l i n ya  

se lan ju t nya   d ibe r i  tanda  ………………………………………………… 

Bukt i  T -  4 ;

5. Foto  copy  Sura t  Per in t ah  Nomor  :  

Spr in / 58 / I I / 2 011  tangga l  11  Pebruar i  2011  

ten tang  Anggota  Demus  (Dewan  Musnyawarah)  

ber i ku t  fo to  copy  lampi ran  Sura t  Per in t ah  

Nomor  :  Spr in / 58 / I I / 2 011  tangga l  11  Pebruar i  

2011  dan   te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  

se lan ju t nya  d ibe r i  tanda  ………..………… Bukt i  T -  

5 ;

6. Foto  copy   Sura t  Keputusan  Hukuman  Dis ip l i n  

sebanyak  4 (empat )  ka l i  melakukan  Pelanggaran  

Dis ip l i n   masing- masing   dengan   Nomor  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

6a) .  Foto  copy  Sura t  Keputusan  hukuman 

Dis ip l i n  No.  Pol .  :  Skep  /  04  /  I I  /  2007  /  

P3D  tangga l  13  Pebruar i  2007  an.  BRIPDA 

YUSRIWAN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . T - 6,  

6b) .  Foto  copy  Sura t  Keputusan  Hukuman 

Dis ip l i n  No.Po l .  :  skep/ i i / V I I / 2 008  tangga l  

10  Ju l i  2008  an.  BRIPDA 

YUSRIWAN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T - 6,  

6c) .  Foto  copy  Sura t  Keputusan  Hukuman 

Dis ip l i n  No.Po l  :  Skep/17 /X I I / 2 008  tangga l  5 

Desember  2008  an  BRIPDA 

YUSRIWAN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T - 6,  

6d) .  Foto  copy  Sura t  Keputusan  Hukuman 

Dis ip l i n  No.  Pol .  :  Skep  /  10  /  V  /  2009  

tangga l  8  Mei  2009  an.  BRIPDA 

53

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIWAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 6 ,

dan   te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  

se lan ju t nya  dibe r i  tanda  ……………………………...

…………………..Bukt i  T -  6 ;

7. Foto  copy   Sura t  Keputusan  Nomor  :  

Skep/4 /V /2011  tangga l  16  Mei  2011  ten tang  

Pembentukan   Komis i   Kode   Et i k   Keplos ian  

Negara       

Republ i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Republ i k  Indones ia  Pol res  Padangs id impuan,  

ber i ku t  fo to  copy  lampi ran  Skep  Nomor  :  

4/V /2011  tangga l  16  Mei  2011  dan   te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju t nya  dibe r i  

tanda  

……………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .  Bukt i  T-  7 ;

 

8. Foto  copy  Sura t  Kapol res  Padangs id impuan  

kepada   Kapolda  Sumut  Nomor  :  R/69/V /2011  

tangga l  31  Mei  2011,  Per iha l  Laporan   Hasi l  

Pelaksanaan  Sidang  KKEP  dan  Saran  

per t imbangan  PTDH an.  BRIPDA  YUSRIWAN  dan 

te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  ………… Bukt i  T -  8 ;

9. Foto  copy  Keputusan  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  

Nomor  :  Kep /  3  /  V/2011  tangga l  23  Mei  2011  

ten tang  Putusan  s idang  Komis i  Kode Et i k  Pol r i  

Pol res  Padangs id impuan  dan   te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju t nya  dibe r i  

tanda  ………………….. Bukt i  T -  9 ;

10. Foto  copy   Sura t  Ketua  Komis i  Kode Et i k  Pol r i  

Pol res  Padangs id impuan  yang  di tu j u kan  kepada  
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Kepala  Kepol i s i a n  Resor t  Padangs id impuan  

Nomor  :  R/66/V /2011 ,  tangga l  31  Mei  2011,  

per i ha l  saran  per t imbangan  pemberhent i an  

t i dak  dengan  hormat  dan   te l ah   d isesua i kan  

dengan  as l i nya  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  

…………………………….………..… Bukt i  T -  10 ;

11. Foto  copy  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  No.1  Tahun  2003  ten tang  

Pemberhent i an  Anggota  Pol r i  dan  Pera t ru r an  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  No.  2  Tahun  

2003  ten tang  Pera tu ran  Dis ip l i n  Pol r i  dan 

te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  ………………………….. Bukt i  T -  11 ;

12. Foto  copy  Pera tu ran  Kapol r i  No.Po l .  7  Tahun  

2006  ten tang  Kode  Et i k  Pro fes i  Kepol i s i a n  

Negara  Republ i k  Indones ia  dan  Pera tu ran  

Kapol r i  No.  Pol .8  Tahun  2006  ten tang  

Organ isas i  Dan  Tata  Ker ja  Komis i  Kode  Et i k  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia   dan 

te l ah   d isesua i kan  dengan  as l i nya  se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  

…………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bukt i  T -  12 ;

13.  Foto  copy  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Foto  copy  Keputusan  Kapol r i  No.  Pol .  Kep 74 /  

XI  /  2003  tangga l  10  Nopember   2003   ten tang  

Pokok  –  Pokok    Penyusunan  Lap is–  Lapis  

Pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  Pol r i   dan 

te l ah   d isesua i kan    dengan    as l i n ya  

se lan ju t nya    d ibe r i  tanda  …………………………………….

……..…..  Bukt i  T -  13 ;

14. Foto  copy  Eksped is i  P3D  Pol res  

Padangs id impuan  tangga l  24- 05- 2011  dik i r im  
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kepada  Br ipda  YUSRIWAN  macamnya  k i r iman  

Putusan  s idang  KKEP  Pol r i  Nomor  :  

kep/03 /V /2011  tanda  te r ima  di t anda tangan i  

o leh  yang  bersangku tan  tangga l  24  Mei  2011  

dan   te l ah   d isesua i kan    dengan    as l i nya  

se lan ju t nya    d ibe r i  tanda  …………………………………….….. 

Bukt i  T -  14 ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  t i dak  ada  mengajukan  

saks i  da lam perkara  in i  ;  

Menimbang,  bahwa untuk  mendukung  da l i l  Jawabannya  

dalam perkara  in i ,  Tergugat  mengajukan  3 (  t i ga  )  orang  

saks i  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. F.  SIMAMORA :  member ikan  kete rangan  

dibawah  sumpah yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- Bahwa  saks i  menyatakan  benar  sebaga i  

pendamping  te rpe r i k sa  dalam s idang  yang  

di l akukan  1  (sa tu )  ka l i  sampai  

putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Bahwa saks i  menyatakan  sete lah  semuanya  

lengkap  dida lam  ruang  s idang ,  kemudian  

te rpe r i k sa  dipangg i l  masuk  dan  di t anya i  

ten tang  iden t i t a s  te rpe r i k sa  ;  - - - - - -  
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- Bahwa  saks i  menyatakan  benar  kena l  

dengan  Penggugat  karena  bekas  mantan  

anggotanya  ;  - - - - - - -

-   Bahwa ………….. 
- Bahwa  saks i  menyatakan  is i  putusan  

dike tahu i  Penggugat  langsung  pada  saat  

putusan  d ibacakan  tap i  secara  

admin is t r a s i  saks i  t i dak  tahu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  proses  s idang  

sampai  putusan  dimula i  jam  10.00  pag i  

s/d  jam  12.30  s iang  dan  tanpa  ada  

dipe r i k sa  saks i  –  saks i   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Bahwa  saks i  menyatakan  sebaga i  

pendamping  sebe lum s idang  berkas  d ibaca  

dulu  seh ingga  d ike tahu i  permasa lahan  

bahwa Yusr iwan  te l ah  dihukum 3 bu lan  7 

har i  da lam Putusan  Pengad i l an  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  yang  dibahas  

dalam  pers idangan  ada lah  ten tang  kode  

et i k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  yang  menunjuk  
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saks i  sebaga i  pendamping  ada lah  

Kapol res  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  Yusr iwan  ada  

mengajukan  kebera tan  dan  memohon untuk  

dihukum ser i ngan  – r i ngannya  tap i  t i dak  

dengan  te r t u l i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menyatakan  benar  Penggugat  

berhak  mununjuk  sebaga i  pendampingnya  

send i r i  ;  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  dalam 

pers idangan  KKEP te rsebu t  saks i  yang  

dipangg i l  t i dak  ada yang  had i r  ;  - -

  

-  Bahwa…………

- Bahwa  saks i  menyatakan  sebaga i  

pendamping  saya  mempela ja r i  berkas  

perkara  te rsebu t  tanpa  dihad i r i  

Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2.  RUDI  SIREGAR,  SH.  :  member ikan  

kete rangan  dibawah  sumpah  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- Bahwa  saks i  menyatakan  benar  Putusan  

s idang  KKEP  te rsebu t  tangga l  23  Mei  

2011 jam 13.00  s iang  ;   

- Bahwa saks i  menyatakan  sa l i nan  putusan  

di te r ima  Yusr iwan  langsung  pada  tangga l  

24  Mei  karena  dia  datang  send i r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menyatakan  susunan  Maje l i s  

da lam  Sidang  KKEP Waka Pol res  sebaga i  

Ketua ,  Propam  Kasat  In te l  sebaga i  

Seker ta r i s  dan  Bapak  Panja i t an  sebaga i  

cadangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -  

- Bahwa  saks i  menyatakan  pada  saat  

pembacaan  putusan  Penggugat  ada  

mengajukan  kebera tan  ya i t u  mohon  untuk  

te tap  sebaga i  po l i s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  pelaksanaan  

s idang  d iawal i  dengan  Komis i  mengambi l  

tempat  dan  membuka  s idang  la l u  

menghadi r kan  te rpe r i k sa  dan  menanyakan  
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iden t i t a s  kemudian  sekre ta r i s  membaca 

putusan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa………..

 

- Bahwa  saks i  menyatakan   da lam  s idang  

kasus  pelanggaran  dis i p l i n  t i dak  

dipe r i k sa  lag i  tap i  hanya  sebaga i  

pendukung  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa  saks i  menyatakan   se lama 

pers i dangan  Penggugat  didamping i  o leh  

pendamping  yang  di tun j uk  Kapol res  dan  

berkas  dise rahkan  kepada  pendamping  

tangga l  20  Mei  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  dalam  Sidang  

KKEP  t i dak  ada  saks i - saks i ,  hanya  

berdasarkan  kete rangan  saks i - saks i  

sewaktu  peny id i kan  dan  s idang  

Pengad i l an  Neger i  Padangs id impuan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  Pendamping  

60

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di tun j uk  sebe lum  dike lua r kan  te leg ram  

pendamping  ;  - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menyatakan  te rdakwa  berhak  

untuk  menunjuk  pendampingnya  send i r i  

dan  mempela ja r i  berkas  ba ik  send i r i  

maupun  bersama  –  sama pendampingnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

3. EDI  SYAHPUTRA :  member ikan  kete rangan  

dibawah  sumpah  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- Bahwa  saks i  menyatakan  kasus  Yusr iwan  

ten tang  pemerasan  dan  pelanggaran  kode  

et i k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa……….. 

- Bahwa  saks i  menyatakan  benar  ada 

melakukan  peny id i kan  te rhadap  Yusr iwan  

karena  dipe r i n t ah  p impinan  dan  dibua t  

laporannya  kemudian  disampaikan  ke  

Bidkum  Polda  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Bahwa  saks i  menyatakan  dalam 

penye l i d i k an  di l akukan  dengan  diawa l i  
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memer iksa  Yusr iwan  dan  memanggi l  saks i  

– saks i  dan bermusyawarah  ;  - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  dalam  s idang  

KKEP para  saks i   t i dak  ada yang  had i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa  saks i  menyatakan  dalam  Sidang  

KKEP  t i dak  ada  saks i - saks i ,  hanya  

berdasarkan  kete rangan  saks i - saks i  

sewaktu  peny id i kan  dan  s idang  

Pengad i l an  Neger i  Padangs id impuan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan  peny id i kan  

di l akukan  te rhadap  Yusr iwan  berdasarkan  

has i l  dar i  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Padangs id impuan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Terguga t  te l ah  

menyerahkan  kes impu lan  masing  –  masing  te r t angga l  18 

Januar i  2012  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  kedua  belah  p ihak  

menyatakan  t i dak  ada  mengajukan  apa  –  apa  lag i  da lam 

perkara  in i  dan  se lan ju t nya  mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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TENTANG………

 - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

 

Menimbang,  bahwa  p ihak  Penggugat  had i r  send i r i  

d ipe rs i dangan  sedangkan  pihak  Tergugat  da lam perkara  in i  

te l ah  diwak i l i  o leh  kuasa  hukumnya,  dan  sete lah  Maje l i s  

Hakim  menel i t i  ser ta  mempela ja r i  sura t  kuasa  pihak  

Tergugat  te rsebu t  d inya takan  te l ah  memenuhi  keten tuan  

pasa l  57  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  

te rakh i r  te l ah  di rubah  dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  

2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  dalam  perkara  in i  ada lah  :   Sura t  Keputusan  

Kepala  Kepol i s i an  Daerah  Sumatera  Utara  Nomor  :  

Kep/297 /V I I / 2 011  tangga l  8  Ju l i  2011  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan Hormat  (PTDH)  dar i  Dinas  POLRI  

atas  nama  Br ipda  YUSRIWAN,  Nrp.85050916 ,  Kesatuan  

Ba.Po l res  Padangs id impuan  ;  - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa dalam sura t  gugatan   Penggugat ,  

pada  pokoknya  memohon pada  Pengad i l an  agar  sura t   yang  

menjad i  ob jek  sengke ta  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

dan  memer in tahkan   kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  ob jek  sengketa  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  pihak  Penggugat  

te rsebu t ,  p ihak    Terguga t   mela lu i    kuasa   hukumnya  

te l ah   pu la    mengajukan    Sura t  

Jawabannya  ………

Jawabannya   te r t angga l  2  Nopember  2011,  d imana  mater i  

da lam  Sura t  Jawaban  Tergugat  te rsebu t  sete lah  dice rmat i  

mengura ikan  jawaban  ten tang  pokok  perkara  yang  membantah  

dal i l - da l i l  gugatan   Penggugat  kecua l i  ha l - ha l  yang  

diaku i  secara  tegas  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  jawaban  Terguga t  

te rsebu t ,  p ihak  Penggugat  menanggap i  jawaban  te rsebu t  

da lam  rep l i k nya  te r t angga l  10  Nopember  2011  dan  

menyatakan  ber te tap  dengan  dal i l - da l i l  gugatannya ,  begi t u  

pu la  ha lnya  dengan  pihak  Tergugat  d ida lam  dup l i knya  

te r t angga l  17  Nopember  2011  yang  menyatakan   pada  

pokoknya  Tergugat  juga  ber te tap  dengan  dal i l - da l i l  

jawabannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -
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Menimbang,  bahwa  meskipun  d ida lam  sura t  jawaban  

Tergugat  t i dak  mengajukan  ekseps i  dan t i dak  menjad i  suatu  

hal  yang  d ipe r t en tangkan ,  namun Maje l i s  Hakim meni la i  dan  

berpendapat  bahwa fo rma l i t a s  suatu  sura t  gugatan  ataupun  

kr i t e r i a  –  kr i t e r i a  gugatan  dapat  d i te r ima  dan  layak  

dis i dangkan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  te tap  akan  

dibahas  dan  dipe r t imbangkan  sebaga imana  mest inya ,  

menyangkut  ten tang  objek  gugatan  ( te r ka i t  dengan  

kewenangan  Pengad i l an  (Kompetens i  Abso lu t ) ,  tenggang  

waktu  penga juan  gugatan ,  dan  ada  t i daknya  kepent i ngan  

hukum/kapas i t a s  Penggugat  da lam mengajukan  gugatan  Aquo,  

dan  untuk  i t u  Maje l i s  Hakim akan  member ikan  per t imbangan  

satu  persa tu  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - -  

1. Tentang   objek  gugatan  (  terka i t  kewenangan 

absolut  Pengadi lan  )  ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  acuan  dan  pedoman 

untuk  menguj i   secara   yur i d i s   kewenangan   Perad i l an  

Tata   Usaha  Negara  dalam 

sengketa  ……….

 

sengketa  A quo adalah  dengan berdasarkan  pasa l  1 angka  3,  

pasa l  1  angka  4  dan  keten tuan  pasa l  47  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  te l ah  d i rubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  
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Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  yang mengatu r  bahwa :  - -  

Pasal  1  angka  3  :  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua r kan  

oleh  Badan  /  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  ber i s i  t i ndakan  Hukum  Tata  Usaha  

Negara  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  bers i f a t  kongkr i t ,  

ind i v i d ua l ,  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  

hukum  bag i  seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Pasal  1  angka  4 :  Sengketa  Tata  usaha  Negara  ada lah  

sengketa  yang  t imbu l  da lam  bidang  Tata  

Usaha Negara  yang  t imbu l  anta ra  orang  atau  

badan  hukum perda ta  dengan  Badan/Pe jaba t  

Tata  Usaha  Negara ,  ba ik  dipusa t  maupun 

didaerah ,  sebaga i  ak iba t  d ike lua r kannya  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rmasuk  

sengketa  kepegawaian  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - -

Pasal  47 :  Pengad i l an  ber tugas  dan  berwenang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha Negara  ;  - - - - - - - - - - - - -

Men imbang ,  bahwa  se te l ah  Ma je l i s  Hak im 
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mempe la j a r i  dan  mence rma t i  ob jek  sengke ta  Aquo  (  Vide 

buk t i  P-1  = T -1 )  t e r nya ta  be rben tuk  pene tapan  t e r t u l i s  

yang d i ke l ua r kan o leh Kepa la  Kepo l i s i an Dae rah Suma te ra  

Uta ra …………

Uta ra  se laku badan /Pe jaba t  Ta ta  Usaha Nega ra ,  yang be r i s i  

t i ndakan  hukum  Ta ta  Usaha  Nega ra  ya i t u  be rupa 

Pembe rhen t i an  T idak  Dengan  Horma t  (PTDH)  a .n .  Br i pda 

YUSRIWAN  (Pengguga t  I n  Casu ) ,  se lan ju tnya  be rs i f a t  

kongk r i t  a r t i n ya nya ta  t i dak  abs t r ak  akan t e t ap i  be rwu jud  

t e r t en tu  a tau  dapa t  d i t en tukan  ya i t u  be rben tuk  sua tu  

su ra t  kepu tusan,  kemud ian  be rs i f a t  i nd i v i dua l  a r t i n ya  

Kepu tusan  Ta ta  Usaha  Nega ra  i t u  t i dak  d i t u j ukan  un tuk  

umum t e t ap i  t e r t en tu  ba i k  a lama t  maupun ha l  yang  d i t u j u  

ya i t u  d i t u j ukan  t e rhadap  Br i pda  YUSRIWAN (  Pengguga t  I n  

Casu ) ,  sedangkan be rs i f a t  f i na l  a r t i n ya  sudah de f i n i t i f  

dan  ka renanya  dapa t  men imbu l kan  ak i ba t  hukum  dan 

Kepu tusan ob jek  sengke ta  a quo t e r sebu t  t i dak  memer l ukan  

pe rse tu j uan  da r i  i n s tans i  a tasan  a tau  i n s t ans i  l a i n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

di  atas  objek  sengketa  a  quo  te l ah  memenuhi  keten tuan  

Pasal  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te rakh i r  d i rubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  
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seh ingga  te l ah  te rmasuk  keda lam kategor i  ob jek  gugatan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d ia tas  

yang  menyatakan  objek  gugatan  da lam  perkara  in i  sudah  

masuk  da lam kategor i  ob jek  gugatan  yang  dapat  d ipe r i k sa ,  

maka  oleh  karenanya   Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus  ser ta  menyelesa i kan  

sengketa   a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Tenggang……….

2.  Tenggang waktu Pengajuan  gugatan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  

d i rubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  menyatakan  :  “  Gugatan  dapat  

d ia jukan  hanya  dalam tenggang  waktu  90 (  Sembi lan  puluh  )  

har i  te rh i t ung  se jak  saat  d i t e r imanya  atau  diumumkannya  

Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  ”  ;  

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  mencermat i  ob jek  sengketa  
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a  quo (v i de  bukt i  P- 1 = T- 1 )  d i t e rb i t k an  pada tangga l  8  

Ju l i  2011  dan  kemudian  Sura t  Keputusan  Objek  Sengketa  

te rsebu t  d i t e r ima  oleh  Penggugat  pada  tangga l  11  Agustus  

2011,  dan ha l  te rsebu t  t i dak  diban tah  o leh  Pihak  Tergugat  

ba ik  da lam  sura t  jawabannya  maupun  dalam  Sidang  

Pemer iksaan  Saks i ,  dan  kemudian  gugatan  Penggugat  

dia jukan  dan  te rda f t a r  pada  tangga l  22  September  2011,  

seh ingga  j i k a  dih i t ung  kr i t e r i a  90  har i  tenggang  waktu  

yang  diber i kan  Undang- Undang  untuk  dapat  menggugat  j i ka  

pada  saat  gugatan  Penggugat  dia jukan  dih i t ung  se jak  

Penggugat  mener ima  Pet i kan  Skep.  PTDH sebaga imana  te ru ra i  

d ia tas ,  maka  be lum  melewat i  Tenggang  waktu  sebaga imana  

yang  te l ah  disya ra t kan  o leh  keten tuan  Undang- Undang  

te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

3.  Ada  atau  t idak  adanya  kepent ingan  hukum/kapasi tas  

Penggugat  mengajukan Gugatan A quo.

Menimbang,  bahwa  untuk  i t u  Maje l i s  Hakim  akan  

mempedomani  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang 

Nomor  5 Tahun  1986  sebaga imana   te rakh i r   te lah   d i rubah  

dengan  Undang – Undang  Nomor  51 

Tahun …………

Tahun   2009   ten tang   Perad i l an   Tata  Usaha Negara ,  yang  

mengatur  bahwa  “o rang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  
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Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

Pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  di rehab i l i t a s i ”  ;  

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan   Penggugat  yang  

secara  eksp l i s i t  te lah  mendal i l k an  bahwa  keputusan  

Tergugat  da lam  menerb i t kan  Sura t  keputusan  yang  menjad i  

0b jek  Sengketa  dalam  perkara  in i   merug ikan  kepent i ngan  

Penggugat ,  dan  juga  oleh  karena  objek  sengketa  aquo  

ada lah  sura t  keputusan  yang  di tu j u kan  langsung  kepada  

Penggugat  dan  menyangkut  masalah  kedudukan  hukumnya  

sebaga i  anggota  POLRI,  d imana  te l ah  di l akukan  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  te rhadap   d i r i  

Penggugat  dar i  kedudukannya  te rsebu t  dan  ber imp l i k as i  

kepada   d i r i   Penggugat ,  maka  dengan  demik ian  menuru t  

Maje l i s  Hakim sudah  je l as  dan  nyata  juga  bahwa Penggugat  

memi l i k i  kepent i ngan  hukum/kapas i t a s  untuk  menggugat  

sura t  keputusan  yang  menjad i  ob jek  sengketa  karena  

Penggugat  meni la i  sura t  keputusan  objek  sengketa  a  quo  

di te rb i t k an  te lah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  t i dak  sesua i  prosedur  dan  

mekanisme  yang  te l ah  dia tu r  da lam  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  fo rma l i t a s  suatu  

gugatan  sudah  d ipe r t imbangkan  dan  memenuhi  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  mengatu r ,  seh ingga  

Maje l i s  Hakim   da lam  sengketa  a  quo  se lan ju tn ya  akan  

memper t imbangkan  pokok  perkaranya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - -

DALAM . . . . . . . . . . . . . .

DALAM  POKOK PERKARA ;

Men imbang ,  bahwa  da lam  pokok  pe rka ra  Ma je l i s  

Hak im  se l an j u tnya  akan  memper t imbangkan  seca ra  yu r i d i s  

seg i  kewenangan ,  p rosedu ra l  dan  subs tans i /ma te r i  pokok  

pe rka ra  pene rb i t an ob jek  sengke ta  a quo ( v i de  buk t i  P-1 = 

T-1 )  o l eh Te rguga t  ba i k  be rdasa rkan pe ra tu ran pe rundang -

undangan  maupun  pene rapan  asas - asas  umum pemer i n tahan 

yang  ba i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  memperhat i kan  dan  

mempela ja r i  gugatan   Penggugat  dan  Jawaban  Tergugat ,  

sebaga imana  yang  pada  pokoknya  te ru ra i  d ia tas ,  maka 

Maje l i s  Hakim dalam hal  in i  akan  member i kan  per t imbangan  

dan  pen i l a i an  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  
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te l ah  di rubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  untuk  pengu j i an  

secara  yur i d i s  te rhadap  sengketa  a  quo  Maje l i s  Hakim 

dapat  menentukan  apa  yang  harus  d ibuk t i k an ,  beban  

pembukt i an ,  dan  pen i l a i an  pembukt i an  ser ta  untuk  sahnya  

pembukt i an  dipe r l u kan  2  (dua)  ala t  bukt i  berdasarkan  

keyak inan  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  yang  menjad i  pokok  

perse l i s i h an  atau  pokok  permasa lahan  da lam  perkara  in i  

menuru t  pen i l a i an  dan  pendapat  Maje l i s  Hakim  ada lah  :  

Apakah  Sura t  Keputusan  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

(   Skep.  PTDH  )   yang   d i t e r b i t k an   o leh    Tergugat  

Kepala  

Kepol i s i an  . . . . . . . . . . . . . . .

Kepol i s i an  Daerah  Sumatera  Utara ,  dengan  sura t  Nomor  :  

Kep  /297 /V I I / 2 011  tangga l  8  Ju l i  2011  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan Hormat  (PTDH)  dar i  Dinas  Pol r i  

te rhadap  Br ipda  YUSRIWAN (  ob jek  sengketa  a  quo  ,V ide  

Bukt i  P- 1  =  T- 1   )  mengandung  kesa lahan  dalam  prosedur  

penerb i t annya  atau  adanya  cacad  yur i d i s  fo rmi l  ataupun  

mater i l  dar i  dasar  penerb i t annya  oleh  Tergugat ,  seh ingga  

cukup  alasan  hukum  untuk  membata lkan  atau  menyatakan  

t i dak  sah  ob jek  sengketa  yang  bersangku tan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se lan ju t nya  apakah  da lam p roses  pene rb i t an  Su ra t  

Kepu tusan  yang  men jad i  ob jek  sengke ta  a  quo  t e r sebu t  

t e l ah  cukup  memperha t i kan  pene rapan  Asas - Asas  Umum 

Pemer i n tahan Yang Ba i k  (  AAUPB )  sebaga imana da l i l - da l i l  

guga tan  p ihak  Pengguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete lah  menel i t i  dan  mencermat i  

gugatan  Penggugat  dan  atas  jawaban  Terguga t   d ika i t k an  

dengan  bukt i - bukt i  sura t  dan  kete rangan  saks i - saks i  yang  

disampaikan  d ipers i dangan ,  maka  Maje l i s  Hakim  menemukan 

ser ta  mendapatkan  beberapa  fak ta  hukum,  yang  te ru ra i  

sebaga imana  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa benar  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan   Nomor  :   Kep/297 /V I I / 2 011  tangga l  

8  Ju l i  2011  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan  Hormat  (  PTDH )   dar i   Din as   Pol r i  

te rhadap  Br ipda  YUSRIWAN (  ob jek  sengketa  a 

quo  ,V ide  Bukt i  P-  1    =  T-  1    )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa di r i  Penggugat  sebe lum  di te r b i t k annya  

Sura t  Keputusan  Pemberhen t i an   Dengan  Tidak  

Hormat   (  PTDH )   te rsebu t   d ia tas  ada lah  
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Anggota  . . . . . . . . . . . . . . .

Anggota  Pol r i  yang  du lunya  ber tugas  sebaga i  Bin ta ra  

(Ba)  pada  Pol res  Padangs id impuan   (  Vide  Jawaban  

Tergugat   te r t angga l   2   Nopember  2011  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Bahwa Sura t  Keputusan  PTDH (Objek  Sengketa  a 

quo)  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  ada lah  dengan  

sa lah  satu  dasar  mengacu  dan  memperhat i kan  

has i l  dar i  Sidang  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  

yang  di t uangkan  dalam sura t  Keputusan  Sidang  

Komis i  Kode  Et i k  Pro fes i  Pol r i  Pol res  

Padangs id impuan   tangga l  23  Mei  2011  (  Vide  

Bukt i  P- 1=T- 1  (ob jek  sengketa )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sebe lum  di t e rb i t k annya  has i l  Sidang  

Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  te rhadap  pemer iksaan  

di r i  Penggugat  yang  di tuangkan  dalam bentuk  

Keputusan  Komis i  Kode Et i k  Pol r i  sebaga imana  

te rsebu t  d ia tas  te lah  diawal i  te r l eb i h  

dahu lu  dengan  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Kepala  Kepol i s i a n  Resor t  Padangs id impuan  

Nomor  :  SKep/4 /V /2011  te r t angga l  16 Mei  2011  

ten tang  Pembentukan  Komis i  Kode  Et i k  
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Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  

di l i n gkungan  Pol res  Padangs id impuan  dengan  

menunjuk  MARA DOLOK SIREGAR dalam  jaba tan  

st ruk tu r a l  sebaga i  WaKapol res  menjad i  Ketua  

Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  (merangkap  anggota )  

te rsebu t  beser ta  6  (enam)  orang  anggota  

la i nnya  untuk  melakukan  Pemer iksaan  dan  

Pers idangan  te rhadap  te rpe r i k sa  a.n  Br ipda  

YUSRIWAN (  Penggugat  In  Casu)  (  Vide  Bukt i  

T- 7)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa benar  penggugat  te l ah  di j a t uh i  p idana  

pen ja ra  dan menja lan i nya  se lama    3   bu lan  

7     har i    berdasarkan    Putusan  

Pengad i l an    Neger i  

Padangs id i mpuan ………

Padangs id i mpuan  yang  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap  

(v i de  bukt i  P- 18,  P- 22)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa has i l  akh i r  dar i  rangka ian  acara  dan  

proses  Pers idangan  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  

Pol res  Padangs id impuan   te rhadap  te rpe r i k sa  

sebaga imana  te lah  diu ra i kan  d ia tas  

di tuangkan  dalam  bentuk  suatu  sura t  

keputusan  ten tang  Putusan  Sidang  Komis i  

te r t angga l  23  Mei  2011  yang  menyebutkan  
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dalam  kons ide ran   menimbang  dengan  dasar  

bahwa  te l ah  di l akukan  s idang  pemer iksaan  

te rhadap  te rpe r i k sa  dan mendengar  kete rangan  

saks i - saks i  dan  memer iksa  barang  bukt i ,  

ser ta  disebu tkan   da lam poin  3 bahwa saks i -

saks i  sebanyak  6  (enam)  orang ,  seh ingga  

memutuskan  bahwa  te rpe r i k sa  YUSRIWAN te lah  

te rbuk t i    melakukan  pe langgaran  PP RI  No.1  

Tahun  2003  pasa l  12  ayat  (1 )  huru f  a  ya i t u  

anggota  Pol r i  d ibe rhen t i k an  dengan  t i dak  

hormat  dar i  d inas  pol r i  apab i l a  dip i dana  

pen ja ra  berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  

te l ah  mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  dan  

menuru t  per t imbangan  pe jaba t  yang  berwenang  

t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  

dalam  dinas  pol r i  (  Vide  Bukt i  T- 9  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa berdasarkan  lampi ran  sura t  dar i  Ketua  

Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  Pol res  

Padangs id impuan  kepada  Kapol res  

Padangs id impuan  per iha l  saran  per t imbangan  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  (  Vide  

bukt i  T- 10)  ya i t u  Ber i t a  Acara  Sidang  Komis i  

Kode  Et i k  Pol r i  Pol res  Padangs id impuan  pada  

poin  4 s idang  dihad i r i  o leh  saks i  atas  nama 

ABDUL  HAMID  SIREGAR  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  berdasarkan  kete rangan  saks i  yang  

bernama RUDI SIREGAR, SH 

dan . . . . . . . . . . . . . . . . .

dan  EDI  SYAHPUTRA dipers i dangan  menyatakan  bahwa da lam 

pemer iksaan  s idang  KKEP t i dak  ada  saks i - saks i  yang  

dipe r i k sa  karena  berkas  te rpe r i k sa  hanya  mengadops i  

kete rangan- kete rangan  saks i - saks i  yang  te rdapa t  da lam 

ber i t a  acara  peny id i kan  dan  pers idangan  di  Pengad i l an  

Neger i  (v i de  bukt i  ber i t a  acara  pers idangan  

pemer iksaan  saks i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  berdasarkan  bukt i  satu  berkas  

pemer iksaan  te rpe r i k sa  atas  nama  YUSRIWAN 

ada lah  memuat  kete rangan- kete rangan  saks i -

saks i  yang  te l ah  dipe r i k sa  pada  saat  tahap  

peny id i kan  perkara  te rsebu t  yang  dibua t  pada  

bulan  Agustus  2010  (V ide  bukt i  T- 2)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa da lam berkas  perkara  te rpe r i k sa   (v i de  

bukt i  T- 2)  te rsebu t  t i dak  te rcan tum  atau  

te rmuat  adanya  sura t  permohonan  pencabutan  

pengaduan  dan  sura t  perdamaian  pihak  yang  
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disampaikan  pada  bu lan  Agustus  2010  (  Vide  

bukt i  P- 8,  P- 17)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa  da lam  pemer iksaan  perkara  di  

Pengad i l an  Neger i  Padangs id impuan  te rhadap  

Penggugat ,  berdasarkan  kete rangan  saks i -

saks i  yang  dipe r i k sa  (V ide  bukt i  P- 22)  

ten tang  perdamaian  te rsebu t  menjad i  ha l  yang  

dipe r t imbangkan  dan  di j ad i kan  hal  yang  

mer ingankan  hukuman pidana  bag i  Penggugat  In  

casu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pada  tangga l  01  Juni  2011  Penggugat  in  

casu  pernah  mengi r imkan  sura t  permohonan  

pen in jauan  kembal i  Putusan  Sidang  Kode  Et i k  

Profes i  Pol r i  PTDH te rhadap  di r i n ya  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepa la  Kepo l i s i an   Daerah  

Sumatera   Uta ra   dan   juga   memuat  lampi ran  

sura t . . . . . . . . . . . . . . .

sura t  perdamaian  Agustus  2010  dan  sura t  pencabutan  

pengaduan  tangga l  26  Agustus  2010  oleh  pemohon 

ERMAWANTI  (v i de  bukt i  P- 8) ,  namun  sura t  penggugat  

te rsebu t  t i dak  di te r ima  o leh  te rguga t  dengan  dasar  

bahwa  te l ah  melewat i  tenggang  waktu  7  har i  sebaga i  

syara t  penga juan  permohonan  pen in j auan  kembal i  
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sebaga imana  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  fak ta  hukum 

dia tas  Maje l i s  Hakim akan  mempert imbangkan  apakah  proses  

penerb i t an  sura t  keputusan  objek  sengke ta  a  quo  dalam 

perkara  in i  mengandung cacad  yur i d i s  ataukah  te lah  sesua i  

dengan  prosedur  yang  te l ah  digar i s kan  dalam  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  bersangku tan?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguj i  demi  te rcapa inya  

penye lesa i an  te rhadap  persengke taan  anta ra  Penggugat  

dengan  Terguga t  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim akan  mengut ip  dan  

mempedomani  keten tuan- keten tuan  yang  te rdapa t  da lam 

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  juga  aturan -

atu ran  yang  menjad i  acuan  dan pedoman bag i  Tergugat  da lam 

melaksanakan  tugas  admin is t r a s i  da lam  ked inasan  Pol r i ,  

ya i t u  anta ra  la i n  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  ten tang  

Kepol i s i an  Republ i k  Indones ia ,  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

1  Tahun  2003  Tentang  Pemberhent i an  Anggota  Pol r i ,  

Keputusan  Kapol r i  No.Po l :  KEP/74/X I / 2003  Tentang  Pokok-

pokok  Penyusunan  Lap is - lap i s  Pembinaan  Sumber  Daya 

Manusia  Pol r i ,  Skep.  Kapol r i  No.  Pol  :  Skep/993 /X I I / 2 004  

Tentang  Pedoman Admin is t r a s i   Pengakh i ran   Dinas  Anggota  

Pol r i ,   Pera tu ran   Kapol r i   Nomor  7  Tahun  2006  ten tang  
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Kode Et i k  

Pro fes i . . . . . . . . . . . . . . .

Profes i  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  dan  

Pera tu ran  Kapol r i  No.  8 Tahun 2006 Tentang  Organ isas i  dan  

Tata  Ker ja  Komis i  Kode Et i k  Pol r i  ;  - - - - - -   

 

Menimbang,  bahwa  secara  yur i d i s  untuk  menguj i  

seg i  kewenangan  penerb i t an  ob jek  sengke ta  a  quo  oleh  

Tergugat  maupun  juga  pengu j i an  te rhadap  prosedura l ,  

yur i d i s  fo rma l  maupun  substans i  pokok  perkara ,  maka 

Maje l i s  Hakim  akan  mendasar i  pada  beberapa  keten tuan  

Pasal - pasa l  yang  te rdapa t  pada  keten tuan  sebaga imana  

te rsebu t  d ia tas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  beberapa  keten tuan  

pasa l - pasa l  da lam  Pera tu ran  perundang- undangan  

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas  akan  te ru ra i  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

1.  Undang -  Undang Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  

Kedua  Atas  Undang  – Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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?�  Pasal  1  angka  (  12  )  :  “Terguga t  adalah  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  

keputusan  berdasarkan  wewenang  yang  ada  

padanya  atau  yang  di l impahkan  kepadanya  yang  

diguga t  o leh  orang  atau  badan  hukum perda ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.  Undang – Undang Nomor  2 Tahun  2002  ten tang  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -   

?�  Pasa l  30  Ayat  (  1  )  :  Anggota  Kepol i s i an  Negara  

Republ i k  Indones ia  dapat  d iberhen t i k an  dengan  

hormat  atau  t i dak  dengan hormat ;   

?� Pasa l  ………………

?�  Pasal  30  Ayat  (  3  )  :  Pelaksanaan  keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  ayat  (1 )  dan  (2 )  

d ia tu r   leb ih   lan ju t  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  1  Tahun  2003  ten tang  

Pemberhent i an  Anggota  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia ,  khususnya  pada  Pasal  15  dan  bag ian  

pen je lasan  pada  Bab  I  Umum yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :   
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?�  Pasal  15  :  Memberhent i kan  Anggota  Kepol i s i a n  Negara  

Republ i k  Indones ia  di l akukan  oleh  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

a. Pres iden  Republ i k  Indones ia  untuk  pangkat  

Komisar i s  Besar  Pol i s i  (Kombes  Pol )  atau  

yang  leb ih  t i ngg i  ;  - - - - - - - - - - - -  

b.   Kepala  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia  untuk  pangkat  Ajun  Komisar i s  

Besar  Pol i s i  (  AKBP  )  atau  yang  leb ih  

rendah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
?�  Penje lasan  Bab I  Umum :  Hal  –  ha l  yang  be lum cukup  

dia tu r  dalam  Pera tu ran  Pemer in tah  in i  akan  

dia tu r  leb ih  lan ju t  dengan  Keputusan  Pres iden  

sedangkan  hal  –  ha l  yang  bers i f a t  r i nc i  dan  

tekn i s  kewenangan  pengatu ran  leb ih  lan ju t  

d ise rahkan  kepada  Kepala  Kepol i s i a n  Negara  

Republ i k  Indones ia  se laku  penanggung  jawab  

dalam penye lenggaraan  penge lo l aan  sumber  daya  

manusia  di  l i ngkungan  Kepol i s i a n  Negara  

Republ i k  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

?�  Panduan  Tekn is  atas  Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  
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Negara  Republ i k  Indones ia  No.  Pol  ;  Kep  /  

74  /  XI  /  2003  ten tang  Pokok  –  Pokok  

Penyusunan  Lap is  -  Lap is  Pembinaan  Sumber  

Daya  Manus ia  Pol r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

?� Pada  ………………
?�  Pada   Bab   I   Umum   :    Kepala    Kepol i s i a n  

Negara    Republ i k    Indones ia  member ikan  

kepercayaan  dan  pemberdayaan  yang  se luas  – 

luasnya  dalam  bentuk  pel impahan  beberapa  /  

sebag ian  dar i  kewenangannya  kepada  Kepala  

Kepol i s i an  Kesatuan  Kewi layahan  dan  Kepala  

Satuan  Induk  Organ isas i  d i  L ingkungan  Mabes  

Pol r i  untuk  mengatu r  ten tang  Pembinaan  Sumber  

Daya  Manus ia  Pol r i  d i l i n gkungan  kesa tuannya  

masing  –  masing  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bab I I  PASAL DEMI  PASAL angka  5  PEMBERHENTIAN SISWA,  

PENGAKHIRAN DINAS  DAN MEMPERTAHANKAN DALAM 

DINAS  AKTIF  ANGGOTA  POLRI  huru f  b.  

Pengakh i ran  Dinas  dan  mempertahankan  Dalam 

Dinas  Akt i f  Anggota  Pol r i  :  - - - - - - - -  

 
?�  Angka  12  :  Pengakh i ran   Dinas  Anggota  Pol r i  dengan  

kepangkatan  Aip tu  kebawah  yang  s i f a t nya  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  di  

Kewi layahan ,  Kapol r i  mel impahkan  

kewenangannya  kepada  Kapolda  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
?�  Angka  13  :  Sura t  Keputusannya  di te rb i t k an  dan  

di tanda tangan i  o leh  Kapolda  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR 1  TAHUN 

2003  TENTANG PEMBERHENTIAN  ANGGOTA KEPOLISIAN  NEGARA 

REPUBLIK  INDONESIA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

BAB I I I  PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT

Pasal  12 (1)  Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  

dibe rhen t i k an  dengan  t i dak  dengan  hormat  

dar i  d inas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia  apab i l a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Dip idana  ………… 
a. Dip idana  pen ja ra  berdasarkan  Putusan  

Pengad i l an  yang  te l ah  mempunyai  kekuatan  

hukum  te tap  dan  menuru t  per t imbangan  

pejaba t  yang  berwenang  t i dak  dapat  

d ipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  dalam 

dinas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k   Indones ia  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b,  c dan sete rusnya .

(2 )  Pemberhent i an  sebaga imana  dimaksud  dalam ayat  

(1 )  d i l akukan  sete lah  mela lu i  Sidang  Komis i  
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Kode  Et i k  Pro fes i  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  

Indones ia  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERATURAN KEPALA  KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK  INDONESIA  

NO.POL 8  TAHUN 2006  TENTANG ORGANISASI  DAN TATA KERJA 

KOMISI  KODE ETIK  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA ;  

- - - - - - - -

PASAL 11 (aya t  5)  Dalam melaksanakan  tugasnya  komis i  dan  

pengemban  fungs i  propam  beker j a  dengan  pr ins i p  

praduga  tak  bersa lah  ;  - - - - - - - -

PASAL  12  (1)  Terper i k sa  berhak  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

a. Mengetahu i  susunan  keanggotaan  komis i  sebe lum 

pelaksanaan  s idang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Menunjuk  pendamping  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

c.  Mener ima  dan  mempela ja r i  i s i  berkas  perkara  

baik  send i r i - send i r i  ataupun  bersama- sama 

dengan  pendamping  pal i ng  lambat  3 har i  sebe lum 

s idang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Mengajukan  pembelaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

e. Mengajukan  saks i  da lam  proses  pemer iksaan  

maupun  pers idangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Mener ima  sa l i nan  putusan  s idang  1 har i  sete lah  

putusan  s idang  dibacakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Mengajukan  kebera tan  dalam  bentuk  te r t u l i s  

dengan  batas  waktu  pal i ng  lambat  7  (  tu j uh )  

har i  sete lah  mener ima  sa l i nan  putusan  dar i  

s idang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang ………

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  

mencermat i  ob jek  sengketa  a  quo  (v ide  bukt i  P- 1  =T- 1) ,  

te rnya ta  ber i s i k an  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan 

Hormat  (PTDH)  dar i  Dinas  Pol r i  te rhadap  Penggugat  yang  

di tanda tangan i  o leh  Drs .H  WISJNU AMAT SASTRO, SH.  Selaku  

Kepala  Kepol i s i a n  Daerah  Sumatera  Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa apab i l a  fak ta  hukum sebaga imana  

diu ra i kan  dia tas  dika i t k an  dengan  keten tuan  Pera tu ran  

Perundangan  yang  ber laku  yang  juga  te l ah  d iu ra i kan  di  

atas ,  maka  Maje l i s  Hakim   da lam  sengketa  a  quo  

berkes impu lan  bahwa  secara  yur i d i s  tempor i s ,  lokus  dan  

subs tans i  (  i s i  /  mater i  )  da lam  penerb i t an  Objek  

Sengketa  Kepala  Kepol i s i a n  Daerah  Sumatera  Utara  

berwenang  untuk   menerb i t k annya  (v i de  bukt i  P- 1=T- 1)  ;  

- - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim   akan  

menguj i  secara  yur id i s  fo rma l  dan  prosedura l  ser ta  

subs tans i  mater i  pokok  perkara  secara  akumula t i f  da lam 

86

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penerb i t an  Sura t  Keputusan  Objek  Sengketa ,   yang  mel ipu t i  

pengu j i an  dar i  seg i  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber l aku  dan  dar i  seg i  Penerapan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  per tanyaan  pa l i ng  

mendasar  se lan ju tn ya  da lam sengketa  a  quo  adalah  apakah  

Prosedur ,  Tata  Cara  dan  Mekanisme  penerb i t an  Sura t  

Keputusan   yang  menjad i  ob jek  sengketa  yang  d i t e rb i t k an  

oleh  Terguga t  te rsebu t  t i dak  menyalah i  atau  ber ten tangan  

dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  ataukah  te l ah  

berdasarkan  Pera tu ran  Perundang- undangan  dan  sesua i  

menuru t  hukum,  te rka i t  dengan  pengu j i an  secara  yur i d i s  

ten tang  prosedura l  penerb i t an  Objek  Sengketa  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - -

Menimbang …………..

Menimbang,  bahwa  berkenaan  dengan  per tanyaan  

te rsebu t  dan  d ika i t k an  dengan  fak ta - fak ta  hukum  yang  

te l ah  diu ra i kan  sebe lumnya  dan  dengan  mempela ja r i  dan  

menel i t i  bukt i - bukt i  sura t  yang  te l ah  dia jukan  para  

pihak ,  maka  Maje l i s  Hakim  member ikan  pen i l a i an  dengan  

mendasar i  pada bukt i - bukt i  sura t  yang  dia j ukan  oleh  pihak  

Tergugat  maupun  Penggugat  te rsebu t  sebaga imana  te lah  

diu ra i kan  dia tas  dan  dika i t k an  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  mengatur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa adapun  secara  leb ih  te r i n c i  yang  

menjad i  pedoman  dan  acuan  p ihak  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  sura t  keputusannya  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  dalam  perkara  Aquo  dan  juga  te r t uang  dalam 

kons ide ran  menginga t  dalam  sura t  keputusannya  te rsebu t  

ada lah  berpedoman  dan  mendasar i  kepada  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  1 Tahun  2003  Tentang  

Pemberhent i an  Anggota  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia ,  Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  7  Tahun  2006  ten tang  

Kode  Et i k  Pro fes i  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  

dan  Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  8  Tahun  2006  ten tang  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Komis i  Kode  Et i k  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  beberapa  fak ta  hukum 

sebaga imana  yang  te lah  diu ra i kan  d ia tas ,  te ru tama  te rka i t  

prosedura l  pe laksanaan  Sidang  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  

ser ta  putusan  yang  dihas i l k an  o leh  s idang  komis i  te r sebu t  

yang  te r t uang  dan  di rekomendas i  kepada  Tergugat  untuk  

di te rb i t k annya  Sura t  Keputusan  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan  Hormat  te rka i t  kedudukan  hukum Penggugat  sebaga i  

Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia ,    has i l  

akh i r    dar i    rangka ian    tahapan    dan  proses  

Pers idangan  

Komis i  ………………
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Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  Pol res  Padangs id impuan   te rhadap  

te rpe r i k sa  sebaga imana  juga  te lah  diu ra i kan  dia tas ,  

d i tuangkan  dalam  bentuk  suatu  sura t  keputusan  ten tang  

Putusan  Sidang  Komis i  te r t angga l  23  Mei  2011  yang  

menyebutkan  pada  kons ide ran   menimbang  bahwa sa lah  satu  

dasarnya  ada lah  te l ah  di l akukan  s idang  pemer iksaan  

te rhadap  te rpe r i k sa  dan  mendengar  kete rangan  saks i - saks i  

dan  memer iksa  barang  bukt i ,  kemudian   d isebu tkan  lag i  

da lam poin t  3 bahwa saks i - saks i  sebanyak  6 (enam)  orang,  

seh ingga  memutuskan  te rpe r i k sa  a.n  YUSRIWAN  te lah  

te rbuk t i    melakukan  pe langgaran  PP RI  No.1  Tahun  2003  

pasa l  12  ayat  (1 )  huru f  a  ya i t u  anggota  Pol r i  

d ibe rhen t i k an  dengan  t i dak  hormat  dar i  d inas  po l r i  

apab i l a  dip i dana  penja ra  berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  

yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum te tap  dan  menuru t  

per t imbangan  pejaba t  yang  berwenang  t i dak  dapat  

d ipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  dalam Dinas  Pol r i  (  Vide  

Bukt i  T- 9 )  ;  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  sete lah  dice rmat i  

lampi ran  sura t  dar i  Ketua  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  Pol res  

Padangs id impuan   kepada  Kapol res  Padangs id impuan  per iha l  

saran  per t imbangan  pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  

(  Vide  bukt i  T- 10)  ya i t u  Ber i t a  Acara  Sidang  Komis i  Kode 

Et i k  Pro fes i  Pol r i  Pol res  Padangs id impuan  pada  poin  4 

s idang  d ihad i r i  o leh  saks i  atas  nama ABDUL HAMID SIREGAR 

namun  t i dak  memuat  kete rangan- kete rangan  apa  sa ja  yang  

te l ah  disampaikan  dalam  Pers idangan  Komis i  Kode  Et i k  
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te rsebu t ,  sedangkan  menuru t  kete rangan  saks i  yang  bernama 

RUDI  SIREGAR,  SH dan  EDI  SYAHPUTRA dipers i dangan  yang  

menyatakan  bahwa  dalam  pemer iksaan  Sidang  Komis i  Kode 

Et i k  Pol r i  Pol res  Padangs id impuan  t i dak  ada  saks i - saks i  

yang  diper i k sa  karena  semua  kete rangan  saks i  –  saks i  

sudah  te rmuat  lengkap  dalam berkas  te rpe r i k sa  dan 

hanya  …………

hanya  mengadops i  kete rangan- kete rangan  saks i - saks i  yang  

te rdapa t  da lam  ber i t a  acara  pers idangan  d i  Pengad i l an  

Neger i  Padangs id impuan  maupun kete rangan  saks i - saks i  pada  

saat  peny id i kan  (v i de  bukt i  ber i t a  acara  pers i dangan  

pemer iksaan  saks i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  T- 2 ya i t u  satu  

berkas  pemer iksaan  te rpe r i k sa  atas  nama YUSRIWAN secara  

nyata  dan  je l as  bahwa  memang  hanya  memuat  kete rangan-

kete rangan  saks i - saks i  yang  te l ah  d ipe r i k sa  pada  saat  

peny id i kan  perkara   yang  di l aksanakan  pada  bulan  Agustus  

2010  dan  da lam berkas  perkara  te rpe r i k sa  te rsebu t  (v i de  

bukt i  T- 2)  t i dak  te rcan tum  atau  te rmuat  adanya  sura t  

permohonan  pencabutan  pengaduan  dan  sura t  perdamaian  

pihak  yang  disampaikan  pada  bulan  Agustus  2010  (  Vide  

bukt i  P- 8,  P- 17  ) ,  sedangkan  fak tanya  da lam  pemer iksaan  

perkara  pidana  di  Pengad i l an  Neger i  Padangs id impuan  

te rhadap  di r i  Penggugat  berdasarkan  kete rangan  saks i -

saks i  yang  dipe r i k sa  (V ide  bukt i  P- 22)  ten tang  perdamaian  
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te rsebu t  menjad i  ha l  yang  d ipe r t imbangkan  dan  d i j ad i kan  

hal  yang  mer ingankan  hukuman  p idana  bag i  Penggugat  In  

casu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  01  Jun i  2011  

Penggugat  in  casu  pernah  mengi r imkan  sura t  permohonan  

pen in jauan  kembal i  Putusan  Sidang  Kode Et i k  Profes i  Pol r i  

PTDH  te rhadap  di r i n ya  yang  di tu j u kan  kepada  Kepala  

Kepol i s i an  Daerah  Sumatera  Utara  dengan  memuat  lampi ran  

sura t  perdamaian   bu lan  Agustus  2010 dan sura t  pencabutan  

pengaduan  tangga l  26 Agustus  2010 oleh  pemohon ERMAWANTI(  

v ide  bukt i  P- 8) ,  namun sura t  Penggugat   te rsebu t   t i dak  

di te r ima  oleh  Terguga t  dengan dasar  bahwa te l ah  

melewat i  …………

melewat i  tenggang  waktu  7  har i  sebaga i  syara t  penga juan  

permohonan  pen in jauan  kembal i  sebaga imana  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan;  

Menimbang,  bahwa sete lah  Maje l i s  Hakim mencermat i  

fak ta - fak ta  hukum  sebaga imana  te ru ra i  d ia tas ,  te rka i t  

dengan  prosedura l  tahapan  sebe lum  d i t e r b i t k annya  sura t  

keputusan  oleh  Terguga t  dan  mengka i t kannya  dengan  

landasan  hukum yang  mengatur  yang  juga  te l ah  diu ra i kan  

dia tas  ya i t u  Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  
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diberhen t i k an  dengan  t i dak  dengan  hormat  dar i  d inas  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  apab i l a  dip i dana  

pen ja ra  berdasarkan  putusan  pengad i l an  yang  te lah  

mempunyai  kekuatan  hukum te tap  dan  menuru t  per t imbangan  

pejaba t  yang  berwenang  t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  untuk  

te tap  berada  da lam  d inas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia  dan pemberhent i an  sebaga imana  d imaksud  

di l akukan  sete lah  mela lu i  Sidang  Komis i  Kode Et i k  Pro fes i  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  (pasa l  12  ayat  (1 )  

(2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  1  Tahun  2003) ,  kemudian  

se lan ju t nya  dalam  melaksanakan  tugasnya  komis i  dan  

pengemban  fungs i  propam beker j a  dengan  pr ins i p  praduga  

tak  bersa lah  (  pasa l  11 ayat  5 Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  8 

Tahun  2006,  hak- hak  dar i  te rpe r i k sa  anta ra  la i n  menunjuk  

pendamping ,  mengajukan  pembelaan ,  mengajukan  saks i  da lam 

proses  pemer iksaan  maupun  pers idangan  yang  kesemuanya  

ada lah  untuk  kepent i ngan  Penggugat  da lam  rangka  untuk  

pembelaan  di r i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  mempela ja r i  dan  

mencermat i  apa  yang  te lah  diu ra i kan   te r ka i t  masalah  

prosedura l ,  maka  Maje l i s  Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa 

secara  je l as  dan  nyata  dalam  pe laksanaan  Sidang  Komis i  

Kode  Et i k  Pol r i  te rhadap  d i r i  Penggugat  t i dak  di l akukan  

pemer iksaan  saks i - saks i  da lam  rangka  pembelaan  te rhadap  

di r i   Penggugat   ba ik  i t u  saks i -

saks i…………

saks i  yang  semest i nya  dihad i r kan  o leh  pihak  Penggugat  
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send i r i  maupun  atas  kebutuhan  pers i dangan  (Komis i  Kode 

Et i k  Pol r i  Pol res  Padangs idempuan) ,  padaha l  te rdapa t  

fak ta  hukum yang  te rungkap  sebe lumnya  ya i t u  adanya  sura t  

pencabutan  pengaduan  dan sura t  perdamaian  yang  seharusnya  

fak ta  te rsebu t  juga  menjad i  bahan  per t imbangan  dalam 

Pers idangan  Kode Et i k  Pol r i  te rsebu t  dengan  menghadi r kan  

saks i - saks i  yang  dapat  menguatkan  fak ta  hukum te rsebu t ,  

namun dalam  hal  in i  pers idangan  komis i  kode  et i k  po l r i  

hanya  meru juk  kepada  kete rangan- kete rangan  yang  di  Ber i t a  

Acara  Pemer iksaan  pada  pe laksanaan  peny id i kan  bulan  

agustus  2010  yang  te rmuat  lengkap  da lam  berkas  perkara  

te rpe r i k sa  ( i . c  Penggugat ) ,  seh ingga  hal  te r sebu t  menjad i  

t i dak  re levan  untuk  menjad i  bahan  per t imbangan  dalam 

Pers idangan  Komis i  Kode Et i k ,  d isamping  berkas  te rpe r i k sa  

te rsebu t  t i dak  memuat  kedua  sura t  yang  pernah  d isampaikan  

oleh  pihak  penggugat  (  sura t  pencabutan  pengaduan  dan  

sura t  perdamaian)  juga  kete rangan  saks i  pada  saat  

peny id i kan  akan  leb ih  cenderung  untuk  menuntu t  karena  

merasa  orang  sangat  d i rug i kan  atas  perbua tan  te rpe r i k sa  (  

Penggugat  in  casu)  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa fak ta  la i n  yang  dapat  d ice rmat i  

ada lah  adanya  kont rad i k t i f  anta ra  has i l  Sidang  Komis i  

Kode  Et i k  Pol r i  Pol res  Padang  s id impuan  dalam  bentuk  

putusannya  yang  menyebutkan  dalam  kons ide ran  menimbang  

bahwa sete lah  mendengar  kete rangan  saks i - saks i  dan  pada  

bag ian  la i n  disebu tkan  saks i - saks i  te rsebu t  sebanyak  6 

(enam)  orang,  dan  kemudian  dalam  Ber i t a  Acara  Sidang  
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Komis i  Kode  Et i k  te r t angga l  23  mei  2011  s idang  dihad i r i  

o leh  saks i  bernama  Abdul  hamid  si regar  seh ingga  menuru t  

Maje l i s  Hakim ket i dakkons i s t enan  penyampaian  da lam bentuk  

pelaporan  has i l  Pers idangan  Komis i  Kode  Et i k  dengan  

kenyataan  yang  pernah    d i l aksanakan ,   menjad i kan  

Keputusan     Komis i     Kode   Et i k    Pol r i   

te rsebu t………..

te rsebu t  yang  memuat   rekomendas i   pemberhent i an  dengan  

t i dak   hormat   dar i  d inas  Pol r i  te rhadap  di r i  Penggugat  (  

Br ipda  YUSRIWAN) te r t angga l  23  Mei  2011  mengandung  cacat  

admin is t r a t i f  pada  bag ian  te r t en tu  dan  seka l i gus  

menjad i kan  hal  te rsebu t  cacat  yur i d i s  secara  

kese lu ruhan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  menuru t  pen i l a i an  

Maje l i s  Hakim te rdapa t  cacat  yur i d i s  da lam Putusan  Sidang  

Komis i  Kode Et i k  Pol r i  te rsebu t ,  d imana menuru t  keten tuan  

pera tu ran  perundangan  yang  mengatu r  bahwa putusan  komis i  

te rsebu t  ada lah  sebaga i  acuan  dan  dasar  oleh  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  sura t  keputusannya  (ob jek  sengketa  a 

quo) ,  seh ingga  dengan  demik ian  suatu  sura t  keputusan  yang  

di te rb i t k an  dengan  mengacu  kepada  suatu  keputusan  

dibawahnya  apa lag i  bers i f a t  merekomendas ikan  dengan  

alasan  dan  dasar  yang  mempunyai  kesa lahan  dan  cacat  

secara  admin is t r a t i f  ataupun  secara  yur i d i s  menjad ikan  

sura t  keputusan  te rsebu t  juga  cacat  secara  yur i d i s  o leh  

karena  dasar  pi j akan  yang  t i dak  sesua i  prosedur ,  seh ingga  
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dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim pun berkes impu lan  perbua tan  

Tergugat  da lam  menerb i t kan  sura t  keputusan  yang  menjad i  

ob jek  sengketa  dalam  perkara  in i  d inya takan  t i dak  

bera lasan  hukum ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mengemukakan  beberapa  asas  yang  te rdapa t  da lam asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik ,  beser ta  penger t i an  dan makna 

yang  te rkandung  dalam  penger t i an  asas- asas  te rsebu t  dan  

untuk  se lan ju tn ya  akan  di l akukan  pengu j i an  dengan  

mengka i t kan  t i ndakan  atau  perbua tan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  sura t  keputusan  yang  menjad i  ob jek  sengketa  

dalam  perkara  in i  bersesua ian  atau  ber ten tangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang………….

Menimbang,  bahwa adapun  asas  yang  per tama  ada lah  

asas  kecermatan  dengan  makna mengatu r  agar  badan/pe jaba t  

Tata  Usaha  Negara  senant i asa  ber t i ndak  hat i  –hat i  agar  

t i dak  menimbulkan  kerug ian  bagi  warga  masyaraka t ,  

se lan ju t nya  asas  kese imbangan  yang  bermakna  bahwa 

hendaknya  Tergugat  da lam  mengambi l  suatu  keputusan  

hendaknya  se la l u  memper t imbangkan  sega la  aspek  dan  asas  

kepas t i an  hukum  yang  mengatu r  has i l  keputusan  

Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  harus  mencerminkan  suatu  

kehendak  hukum yang  objek t i f  bukan  kehendak  penguasa  atau  

pejaba t  la i nnya  yang  leb ih  t i ngg i  kedudukannya,  seh ingga  

secara  hukumpun  suatu  kehendak  yang  ob jek t i f  te r sebu t  
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dapat  dipe r t anggung  jawabkan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  beberapa  asas  

te rsebu t ,  j i ka  dika i t k an  dengan  prosedur  yang  di l a l u i  

sampai  pada  saat  d imana  Tergugat  menerb i t k an  suatu  sura t  

keputusan  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  dalam perkara  in i ,  

dengan  didasar i  o leh  hal - ha l  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  

dia tas ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  te rhadap  asas-  

asas  yang  te l ah  d ikemukakan  dia tas  j i ka  dihubungkan  

dengan  cara  dan  dasar  Tergugat  da lam  menerb i t kan  ob jek  

sengketa  te l ah  melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  dan  t i dak  menerapkan  asas- asas  te rsebu t  da lam 

menerb i t kan  suatu  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

(ob jek  sengke ta  a  quo)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  p ihak  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Objek  Sengketa  t i dak  

menerapkan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  maka 

dengan  demik ian  perbua tan  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

sura t  keputusan  objek  sengke ta  menuru t  hemat  dan pendapat  

Maje l i s   Hakim    dapat    d ika tego r i k an   sebaga i   suatu  

perbua tan   yang    te l ah

ber ten tangan………….

ber ten tangan  dengan  penerapan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  

Yang  Baik  (AAUPB)  khususnya  asas  kecermatan ,  asas  

kese imbangan  dan  asas  kepas t i an  hukum te rsebu t  d ia tas  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  hukum  te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  oleh  karena  secara  procedura l  yang  juga  

te rka i t  subs tans i  mater i  pokok  perkara  te rbuk t i  te rdapa t  

adanya  cacat  yur i d i s   yang  te r j ad i  da lam rangka ian  proses  

penerb i t an  Sura t  Keputusan   (  Objek  Sengketa  A quo  ) ,  

seh ingga  perbua tan  Tergugat  te rsebu t  d ika tego r i k an  

keda lam  perbua tan  yang  t i dak  bersesua ian  menuru t  hukum,  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber l aku  dan  t i dak  menerapkan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  

Yang  Baik ,  seh ingga  oleh  karenanya  bera lasan  hukum pu la  

untuk  Pet i t um- Pet i t um  Gugatan  Penggugat  sepan jang  ten tang  

Objek  Sengketa  harus lah  dinya takan  dikabu l kan  

se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  se lu ruhnya  maka  sura t  keputusan  yang  

di te rb i t k an  Tergugat  berupa  Sura t  Keputusan  Pemberhent i an  

Tidak  Dengan Hormat  dar i  Dinas  Pol r i  a.n   Br ipda  YUSRIWAN 

(  Objek  Sengketa  A  quo)  dinya takan  bata l  dan  

memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  sura t  

keputusan  te rsebu t  seka l i gus  merehab i l i t a s i  dan  

memul ihkan  sega la  hak  dan  kedudukan  Penggugat  se laku  

anggota  Pol r i  akt i f  ;  

97

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan ,  te rhadap   permohonan   Penggugat   d ida lam  

sura t   gugatannya  te rka i t  mohon

penundaan………….

penundaan   pe laksanaan   Keputusan   Tata   Usaha    Negara  

yang  di te rb i t k an

Tergugat  t i dak  per lu  diper t imbangkan  lag i  dan  dinya takan  

di to l ak  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabu l kannya  gugatan  

Penggugat  te rsebu t ,  maka  te rhadap  b iaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  pemer iksaan  perkara  in i ,  d ibebankan  kepada  

Pihak  Tergugat   yang  jumlahnya  akan  disebu tkan  dalam Amar  

Putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  semua  bukt i  

sura t  dan  kete rangan  saks i - saks i  te l ah  d ipe r t imbangkan ,  

kecua l i  bukt i  sura t  dan  kete rangan  saks i  yang  t i dak  

re levan ,  t i dak  di j ad i kan  dasar  per t imbangan  o leh  Maje l i s  

Hakim,  akan  te tap i  merupakan  bagian  yang  t i dak  

te rp i sahkan   dengan  berkas  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Memperhat i kan ,  pasa l - pasa l  da lam Undang- Undang Nomor  

5  Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  te lah  di rubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  ser ta  Pera tu ran  la i nnya  yang  te rka i t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M  E  N  G  A  D  I  

L  I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 .   Mengabu l kan  Guga tan  Pengguga t   se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Menyatakan  Bata l  Sura t  Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  

Daerah  Sumatera  Utara    Nomor   :   Kep /  297  /  VI I  /  

2011    tangga l    08    Ju l i     2011    ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  d inas  Pol r i  

atas  nama  YUSRIWAN BRIPDA  NRP 85050916,  Ba  Pol res  

Padangs id impuan  Kesatuan  Pol res  Padangs id impuan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Memer in tahkan  . . . . . . .

3.  Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Kepala  Kepol i s i an  Daerah  Sumatera  Utara  Nomor  :  

Kep/297 /V I I / 2 011  tangga l  08  Ju l i  2011  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  d inas  Pol r i  

atas  nama  YUSRIWAN BRIPDA  NRP 85050916,  Ba  Pol res  

Padangs id impuan  Kesatuan  Pol res  Padangs id impuan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Memer in tahkan  Tergugat  untuk  merehab i l i t a s i  atau  

memul ihkan  sega la  hak  dan  kedudukan  Penggugat  se laku  

anggota  pol r i  akt i f  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

5.  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

sebesar  Rp.   204.000 , -  (Dua  ra tus  empat  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ia nlah  dipu tuskan  dalam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Medan  pada  

har i  Rabu,  tangga l  25  Januar i  2012  o leh  kami   YARWAN, 

SH. ,  MH. Sebagai  Hakim Ketua  Maje l i s ,  LUSINDA PANJAITAN,  

SH. ,MH.  dan  ELFIANY,  SH. ,MKn.  masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota ,  putusan  te rsebu t  d iucapkan  pada  har i  Rabu,  

tangga l  01 Pebruar i   2012  da lam pers idangan  yang  te rbuka  

untuk  umum,  oleh  Maje l i s  Hakim   te rsebu t  d ia tas ,  dengan  

diban tu  o leh  FITRI  SARI  BANGUN,  SH.  sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  dengan  d ihad i r i  o leh   Penggugat  dan  Kuasa  

Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

        HAKIM  ANGGOTA, 

HAKIM KETUA MAJELIS,

                                        

                                                        

1.  LUSINDA  PANJAITAN,SH. , MH. 

YARWAN, SH. , MH.
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2.  ELFIANY,  SH. , MKn.      

PANITERA PENGGANTI,

FITRI  SARI BANGUN, SH.

Biaya  – biaya  perkara  :

Biaya  A.  T.  K.  Perkara  ………………………. Rp.      100.000 , -

Biaya  Matera i  ………………………………… Rp.          6.000 , -

Biaya  Redaks i  ……………………………….. Rp.           5.000 , -

Biaya  Hak- Hak Kepani te r aan  ….…………… Rp.         30.000 , -

Biaya  Sura t  Pangg i l an  ………………..…….. Rp.         60.000 , -

Biaya  Pencata tan  …………………...………. Rp.           3.000 , -

J u m l  a h ………………………………………Rp      204.000 , -

(  Dua  Ratus  Empat  Ribu  Rupiah  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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